
“Sebagai salah satu negara G-20 yang 
sedang berkembang, Indonesia muncul sebagai negara 
berpenghasilan menengah, dengan peran dan tanggung 
jawab yang besar untuk mengadvokasi persoalan ekonomi 
dan ketenagakerjaan. Indonesia memiliki peluang dan 
menghadapi tantangan yang besar dalam mengembangkan 
Agenda Pekerjaan Layak selama beberapa tahun mendatang, 
yang mencakup komitmen Indonesia kepada masyarakat 

ASEAN 2015 dan 
agenda pembangunan 
pasca-MDG di mana 
Presiden Indonesia 
menjadi salah satu dari 
tiga ketua bersama 
secara global,” 
demikian ditegaskan 

Sandra Polaski, Direktur Eksekutif 
ILO untuk Dialog Sosial saat 
itu, saat peluncuran Program 

Nasional Pekerjaan Layak (DWCP) untuk 
Indonesia 2012-2015 di Jakarta, 19 
September lalu. 

DWCP untuk Indonesia dirancang untuk membantu mencapai 
target pekerjaan layak 2012-2015. Sesuai karakteristik 
nasional dan kemungkinan yang ada di Indonesia, ILO 
mengombinasikan advokasi serta kerja sama teknis dalam 
membantu negara-negara menetapkan dan melaksanakan 
strategi Pekerjaan Layak. Ini berfungsi sebagai peta jalan 
(roadmap) untuk pekerjaan ILO di Indonesia. 

Mewujudkan Pekerjaan Layak 

Edisi Dua bahasa - Desember 2012

Peluncuran Agenda Pekerjaan Layak di Indonesia 2012 -2015: 

di Indonesia

Warta ILO Jakarta

Tiga prioritas 
utama DWCP Indonesia 
adalah sebagai berikut: 

1. Penciptaan lapangan 
pekerjaan untuk 
pertumbuhan yang 
inklusif dan berkelanjutan.

2. Hubungan industri yang 
efektif dalam konteks tata 
kelola pekerjaan yang 
efektif.

3. Perlindungan sosial bagi 
semua orang.
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DWCP dirancang berdasarkan 
konsultasi intensif dengan 
para konstituen tripartit 
yaitu pemerintah, organisasi 
pekerja dan pengusaha. 
DWCP juga didasarkan 
pada prioritas dalam Pakta 
Pekerjaan Indonesia, yaitu 
pakta yang diterapkan tripartit 
untuk menjawab krisis global 
tahun 2008 serta Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional  (RPJMN) 
dan Kerangka Pembangunan 
Kemitraan PBB (UNPDF) 2011-
2015. 

Kesetaraan gender, tripartisme 
dan dialog sosial serta standar 
ketenagakerjaan internasional 
dan pekerjaan hijau 
diarusutamakan dalam semua 
prioritas DWCP. 

“Mandat ILO adalah untuk mempromosikan peluang 
bagi semua laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 
pekerjaan layak dan produktif secara bebas, setara, aman 
dan bermartabat. DWCP menerjemahkan mandat ini dalam 
bentuk kontribusi ILO di Indonesia untuk mencapai strategi 
pembangunan nasional dengan melibatkan para konstituen 
tripartit sebagai aktor utama dalam persoalan-persoalan yang 
terkait dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan,” kata Peter 
van Rooij, Direktur ILO di Indonesia saat peluncuran. 

berita utama
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Mengukur Kemajuan
Pekerjaan Layak di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
yang pesat di Indonesia selama beberapa tahun belakangan 
ini telah berhasil mengurangi angka kemiskinan serta 
meningkatkan produktivitas. Kendati demikian, negeri ini 
masih menghadapi tantangan dalam menyediakan pekerjaan 
layak bagi penduduknya, yaitu pekerjaan dengan jam kerja 
yang sesuai, penghasilan yang adil serta perlindungan 
sosial bagi pekerja dan anggota keluarga mereka, demikian 
kesimpulan studi terbaru ILO yang berjudul, “Profi l Pekerjaan 
yang Layak — Indonesia”, yang diluncurkan Mei 2012 di 
Jakarta. 

Kajian ini disusun oleh Proyek Pemantauan dan Penilaian 
Kemajuan Pekerjaan Layak (MAP) ILO yang didanai Uni Eropa 
dan dilaksanakan ILO bekerja sama dengan pemerintah 
Indonesia dan mitra sosialnya. Bekerja sama dengan lembaga-
lembaga pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha serta 
lembaga penelitian, Proyek ini bertujuan untuk memperkuat 
kapasitas negara-negara berkembang, serta negara yang 

Decent work is a means to address the root causes of poverty and promote sustainable and inclusive 
economic growth, empowering countries to protect incomes and provide social security. The International 
Labour Organization (ILO) is thus helping member States adopt the decent work goals as national objectives. 
In accordance with national characteristics and possibilities, the ILO combines advocacy, demonstration and 
technical cooperation in helping countries defi ne and implement Decent Work strategies.

The overall goal of the ILO is decent work for all women and men in all countries. In Indonesia, taking into 
account Government policies, the ILO’s mandate and the focus of its tripartite constituents, the tripartite 
parties declare three (3) priorities of the Indonesian Decent Work Country Programme (DWCP) 2012-
2015: 

Priority 1: Employment Creation for Inclusive and Sustainable Growth;
Priority 2: Sound Industrial Relations in the Context of Effective Employment Governance; 
Priority 3: Social Protection for all.

The ILO continues to assist in mobilization of resources and to provide technical assistance in the 
implementation of the DWCP 2012-2015. 

The ILO and the tripartite partners will continue to work together and provide their best efforts to realize 
priorities under the DWCP 2012-2015.

This Tripartite Declaration is an inseparable and integral part of the DWCP 2012-2015. 

Jakarta, 19 September 2012

Thetis Mangahas
Offi cer-in-Charge of the ILO Regional Offi ce for Asia and the Pacifi c

Sofyan Wanandi
General Chairman of the Indonesian 

Employers’ Association (Apindo)

Mudhofi r
President of the Indonesian Prosperity 

Trade Union Confederation (KSBSI)

Pekerjaan layak merupakan alat untuk menanggulangi akar permasalahan kemiskinan dan mempromosikan 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta memberdayakan negara untuk menjamin 
pendapatan dan memberikan jaminan sosial. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) karenanya membantu 
negara-negara Anggota untuk mengadopsi tujuan-tujuan pekerjaan layak sebagai tujuan-tujuan nasional. 
Sejalan dengan karakteristik dan kemungkinan yang ada di tingkat nasional, ILO memadukan advokasi, 
demonstrasi dan kerjasama teknis dalam membantu negara mendefi nisikan dan menerapkan Strategi-
strategi Pekerjaan Layak. 

Tujuan utama ILO adalah pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki di semua negara. Di Indonesia, 
berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, mandat ILO dan prioritas para konstituen tripartit, konstituen 
tripartit mendeklarasikan tiga (3) prioritas Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) 2012-2015: 

Prioritas 1: Penciptaan Lapangan Kerja untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan;
Prioritas 2: Hubungan Industrial yang Harmonis dalam Konteks Tata Kelola Ketenagakerjaan yang Efektif; 
dan 
Prioritas 3: Perlindungan Sosial untuk Semua.

ILO terus mendukung penggalangan sumber daya dan memberikan bantuan teknis dalam penerapan DWCP 
2012-2015.

ILO dan para mitra tripartit akan terus menjalin kerjasama erat dan memberikan upaya terbaik dalam 
mewujudkan prioritas-prioritas dalam DWCP 2012-2015.

Deklarasi Tripartit ini tidak terpisahkan dan merupakan keterpaduan dengan DWCP 2012-2015. 

DEKLARASI TRIPARTIT/DEKLARASI TRIPARTIT/TRIPARTITE DECLARATIONTRIPARTITE DECLARATION
Program Pekerjaan Layak ILO untuk Indonesia 2012-2015 ILO Decent Work Country Programme for Indonesia 2012-2015

Said Iqbal
President of the Indonesian

Trade Union Confederation (KSPI)

Andy Gany Nuwawea
President of All Indonesian

Workers Union Confederation (KSPSI)

Sjukur Sarto
Chairman of All Indonesian Workers 

Union Confederation (KSPSI)

Muchtar Luthfi e
General Secretary of MoMT hhhe O eg o

dy Gany NNNNNNNuwMMuuddhhoofifi rr
President of the Indonesian Prosperity 

SSSaaaaiiiidd IIqqbbaall SSSSSjjjjjuuuuuuuukkuurr SSaarrttoo
irman of All Indonesian Work

Thetis Mangahas

Sofyan Wananndi

DWCP akan mengonsentrasikan upaya khususnya di tiga 
provinsi yaitu Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Jawa 
Timur, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara 
strategis. Ini sesuai dengan strategi nasional Indonesia terkait 
desentralisasi pekerjaan dengan mempersempit kesenjangan 
pembangunan di daerah melalui kebijakan dan intervensi 
program.

Untuk informasi lebih lanjut tentang DWCP Indonesia 2012-
2015, kunjungi www.ilo.org/jakarta. 

sedang menjalani transisi untuk memantau dan menilai sendiri 
kemajuan ke arah pekerjaan layak. Indonesia adalah salah satu 
dari 10 negara di dunia yang melaksanakan proyek MAP.

Kajian mencakup 11 bidang tematis pekerjaan dan didasari 
pada statistik yang relevan dan menyajikan aspek-aspek penting 
dari kerangka hukum tentang pekerjaan layak di Indonesia. Hal 
ini mencakup temuan-temuan penting, antara lain:  

 Walaupun angka pengangguran berkurang setelah 
mencapai puncaknya dalam kurun waktu 10 tahun pada 
2005, tapi masih tetap tinggi, terutama di kalangan 
perempuan dan remaja.

  Rata-rata upah riil meningkat tapi masih di belakang 
kenaikan upah minimum.

  Pekerja perempuan dan buruh harian umumnya kurang 
sejahtera bila dibandingkan pekerja lain dan kondisi kerja 
perempuan masih lebih buruk dibandingkan laki-laki.

  Banyak pekerja yang memiliki upah rendah dengan 
tingkat keamanan pekerjaan yang rendah.
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layak di tingkat negara merupakan tugas penting 
ILO dan konstituennya. “Dengan mengembangkan 
beberapa kebijakan yang sesuai dengan Agenda 
Pekerjaan Layak, pemerintah dapat membantu 
memastikan bahwa semua warga negara Indonesia 
memiliki akses atas pekerjaan produktif dengan 
penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja serta 
perlindungan sosial yang memberi kebebasan kepada 
mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka,” 
katanya. 

Agenda Pekerjaan Layak yang dikembangkan 
ILO diakui luas sebagai cara penting untuk keluar 

dari kemiskinan.  Agenda ini 
memiliki empat tujuan strategis: 
menciptakan lapangan pekerjaan, 
menjamin hak-hak di tempat kerja, 
memperluas perlindungan sosial 
serta mempromosikan dialog sosial. 
ILO menggunakan Profi l Pekerjaan 
Layak untuk menyusun daftar inisiatif 
kebijakan yang dapat digunakan untuk 

mempercepat pengembangan Agenda Pekerjaan Layak.

Sementara itu, Andreas Roettger, Ketua Bidang Kerja 
Sama Ekonomi dan Tatakelola Pemerintahan Uni Eropa 
(UE), mengatakan bahwa masalah pekerjaan layak penting 
untuk negara-negara berkembang. “Ini mungkin karena 
pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan masyarakat 
yang produktif agar dapat meningkatkan output dan 
pertumbuhan,” katanya.

Kajian ILO tentang Indonesia mengidentifi kasi adanya 
kemajuan di bidang kebijakan dan pekerjaan layak di negeri 
ini sejak akhir era 1990-an. Laporan lengkap Profi l Nasional 
Pekerjaan Layak, Indonesia dapat diakses melalui www.ilo.org/
jakarta. 

  Semakin banyak pekerja yang bekerja lebih dari 48 jam 
seminggu, dan praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan 
pemerintah 40 jam kerja seminggu. 

  Walaupun sudah ada komitmen untuk menghapus 
perburuhan anak, namun ada lebih dari 1,5 juta anak usia 
10-17 tahun yang masih bekerja.

  Dialog sosial, keterwakilan pengusaha dan pekerja 
menunjukkan peningkatan selama lima tahun belakangan 
ini, walaupun perbedaan masih terjadi antara cacatan 
resmi dengan data kontroversial tentang aksi mogok 
sehingga tidak bisa memberikan penilaian secara 
lengkap.

Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, mengatakan bahwa 
pemantauan dan penilaian atas kemajuan menuju pekerjaan 

Suatu kehormatan bagi 
kami dapat mendistribusikan warta ILO 
Jakarta edisi Desember kepada Anda 
semua. Seiring dimulainya kepemimpinan 
Direktur Jenderal ILO yang baru, Guy 
Ryder, serta Direktur Regional ILO untuk 
kawasan Asia Pasifi k yang baru, Yoshiteru 
Uramoto, ILO kini memiliki semangat dan 
pandangan baru untuk mencapai tujuan 

pekerjaan layak untuk semua orang. 

Di tingkat negara, Kantor ILO Jakarta juga telah memperbarui 
komitmennya kepada para konstituen Indonesia dalam 
hal pemberian nasihat teknis yang paling relevan, praktis 
dan bernilai tambah dan pelaksanaan program sebagai 
kontribusinya kepada proses pembangunan yang dinamis di 
Indonesia. 

Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) kami yang kedua 
untuk Indonesia (2012-2015) telah ditandatangani oleh 
perwakilan tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja, 
pada September lalu, dan ini menegaskan kembali komitmen 

mereka untuk menangani tiga tugas prioritas dengan 
dukungan penuh dari ILO, yaitu:

1. Penciptaan lapangan pekerjaan untuk pertumbuhan 
yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Hubungan industri yang efektif dalam konteks tata 
kelola ketenagakerjaan yang baik.

3. Perlindugan sosial bagi semua orang.

Tentu saja kami akan memberikan informasi terbaru tentang 
kemajuan yang dicapai DWCP melalui edisi-edisi warta kami 
di masa mendatang maupun dalam bentuk komunikasi lain. 

Akhir kata, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada 
semua mitra, para pakar ILO dan staf Kantor ILO Jakarta yang 
telah menyumbangkan artikel pada edisi Desember ini. Hal ini 
membuktikan bahwa kombinasi antara kemitraan yang baik, 
pemikiran cemerlang dan komitmen kuat dapat meningkatkan 
upaya menciptakan Pekerjaan Layak di Indonesia. 

Bersama Kita Bisa!

dari Kami



“Ya, kami siap untuk melangkah maju! Kami 
siap meningkatkan perusahaan kami dari usaha kecil 
menengah menjadi usaha besar. Kami siap menentukan 
tujuan perusahaan,” demikian ditegaskan lebih dari dua 
ratus usaha kecil menengah (SMEs) di Jakarta dan Makassar, 
yang berpartisipasi dalam lokakarya ILO bertajuk “Cara Jitu 
dan Tips-Triks menuju UKM Berproduktivitas Tinggi” yang 
diselenggarakan pada 1 dan 5 November.

Para peserta sangat bersemangat menentukan langkah 
pertama mereka setelah mempelajari program ILO-SCORE 
dan mendengarkan kisah keberhasilan dari perusahaan 
percontohan ILO-SCORE. “Saya belum pernah melakukan 
rapat dengan staf saya, saya akan memulai dari situ,” kata 
seorang peserta UKM.  “Saya akan menentukan tujuan-tujuan 
yang jelas dari perusahaan saya,” kata peserta lainnya. 

Para pelaku UKM akan diperkenalkan pada praktik-praktik 
usaha yang dapat mengembangkan potensi UKM dalam 
menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Lokakarya ini pun 
akan memperkenalkan manfaat besar penerapan praktik-
praktik kerja yang baik dan bertanggung jawab terhadap 
produktivitas dan daya saing UKM. Lokakarya ini juga 
menandai peluncuran kampanye ILO-SCORE, “Sukses Milik 
Bersama”, untuk mempromosikan pentingnya kerja sama 
antara pekerja dan manajemen sebagai upaya mencapai 
kesejahteraan bersama. 

Peluncuran Kampanye ILO-SCORE untuk UKM:

Lokakarya ini akan 
dilakukan ILO 
melalui Program 
Kesinambungan Daya 
Saing dan Tanggung 
Jawab Perusahaan  
(Sustaining 
Competitive 
and Responsible 
Enterprises/SCORE). 
Diluncurkan sejak 
tahun 2010, program 
ini dirancang 
untuk membantu 
UKM Indonesia 
meningkatkan kualitas 
dan produktivitas, 
memperbaiki kondisi 
kerja dan mengurangi 
kerusakan lingkungan. 
Program SCORE 
memperkenalkan 
UKM pada gagasan 

peningkatan produktivitas yang dapat diraih melalui 
peningkatan kondisi kerja dan komunikasi antara pengusaha 
dan pekerja. 

Dalam pelaksanaan kampanye ini, beragam bentuk alat 
komunikasi akan dipergunakan. Selain penyebarluasan 
poster, brosur, dan selebaran, acara bincang-bincang dan 
layanan masyarakat melalui radio juga akan dilakukan 
guna meningkatkan kesadaran semua pelaku UKM yang 
terlibat mengenai praktik-praktik kerja yang baik dan mudah 
diterapkan. Kampanye ini pun akan menggunakan media 
sosial yang interaktif melalui twitter dan facebook: @SCORE_
Indonesia dan Score Indonesia. Media sosial akan menjadi 

“ILO sangat mendukung upaya peningkatan daya saing dan 
keseluruhan kinerja UKM melalui cara yang lebih inovatif dan 
informatif melalui media sosial. Media sosial ini akan menjadi 
sumber informasi dan forum interaktif bagi para pelaku 
UKM, baik pengusaha maupun pekerja, dalam mendapatkan 
informasi terkait dengan penerapan praktik kerja baik dan 
bertanggungjawab,” ujar Januar Rustandie, Manajer Program 
SCORE di Indonesia.

Praktik kerja yang baik dan bertanggungjawab yang 
dipromosikan dalam kampanye ini telah diadopsi oleh 
perusahaan-perusahaan internasional dan selama dua tahun 
terakhir ini telah diterapkan pada UKM di Indonesia dengan 
bantuan program ILO-SCORE. Melalui praktik-praktik ini, 
lebih dari 80 perusahaan percontohan program ILO-SCORE 

Mendorong produktivitas dan daya 
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ketenagakerjaan

saing UKM Indonesia 
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programmes di lima provinsi telah menikmati peningkatan 
kualitas dan produktivitas, peningkatan motivasi dan 
penurunan kecelakaan kerja dan ketidakhadiran karena sakit. 

“Melalui kampanye ini, diharapkan UKM di Indonesia akan 
memiliki pemahaman yang lebih baik bahwa kerja sama tidak 
membutuhkan biaya namun dapat memberikan keuntungan 
nyata terhadap perusahaan. Ini merupakan pesan kunci yang 
diharapkan dapat diperoleh UKM dari kampanye ini,” kata 
Januar.  

Kampanye juga didukung konstituen tripartit ILO dari 
pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha. Selain 
Direktur Jenderal Pengawas Ketenagakerjaan, peluncuran 
di Jakarta dihadiri Nina Tursinah, Wakil Ketua Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (Apindo), Eduard Marpaung, Wakil 
Presiden KSBSI, dan Jürg Schneider, Kepala Kerjasama 
Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Swiss untuk Bidang 
Ekonomi (SECO); sementara di Makassar, dihadiri Andi 
Hidayat Kangkong, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

ketenagakerjaan

UKM Indonesia  berperan penting 
dalam perekonomian Indonesia. UKM 
pun menjadi berperan besar dalam 

pertumbuhan dan penciptaan lapangan 
kerja di negara ini. Karenanya, sangat penting 
bagi pengusaha dan pekerja UKM untuk 
berkomitmen meningkatkan produktivitas, 
kualitas dan kerja sama di tempat kerja.

Mudji Handaya
Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sulawesi Selatan, La Tunraeng, Kepala Apindo Makassar dan 
Andi Malanti, Ketua KSBSI Makassar.

Peluncuran ini juga dipandu oleh para coach dari ActionCoach 
yang bersama-sama dengan para pelatih utama ILO-SCORE 
memberikan cara jitu yang praktis terhadap UKM untuk 

meningkatkan kinerja usaha mereka. 

Program ILO-SCORE didanai Sekretaris Negara 
untuk Bidang Ekonomi Swiss (SECO) dan Badan 
untuk Kerja Sama Pembangunan Nowergia 
(NORAD). Program ini juga didukung oleh 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), 
konfederasi serikat pekerja nasional dan Yayasan 
Dharma Bhakti Astra. Indonesia terpilih sebagai 
salah satu dari tujuh negara yang melaksanakan 
program SCORE secara global, yaitu India, Cina, 
Afrika Selatan, Ghana, Vietnam dan Kolombia. 



Dirintis dari bisnis rumahan yang sederhana lebih 
dari satu abad lalu, PT Mubarokfood Cipta Delicia berhasil 
berkembang menjadi produsen penganan terkenal, khususnya 
di Jawa Tengah. Perusahaan yang saat ini dikelola generasi 
ketiga keluarga yang merintis usaha, sekarang mempekerjakan 
lebih dari 100 orang pekerja dan produknya dijual ke seluruh 
Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Beberapa tindakan 
telah diambil untuk memperluas bisnis ini, termasuk dengan 
membeli sebidang lahan untuk membangun pabrik yang lebih 
besar dari pabrik sekarang di areal lahan seluas 1 hektare. 

Meskipun demikian, sebelum melanjutkan rencana 
perluasannya, perusahaan menyadari bahwa mereka 
perlu menyelesaikan beberapa masalah. “Kami merasa 
komitmen pekerja fl uktuatif. Mereka kurang disiplin, hanya 
memperlihatkan upaya minimum, dengan tingkat absensi dan 
lembur yang tinggi,” kata presiden direktur Muhammad Hilmy.

Pemakaian materi dan kayu bakar juga dianggap tidak efi sien. 
Kayu bakar khususnya masih dianggap problematis. Karena 
lembap kayu bakar menyebabkan api tidak stabil, sehingga 
mengakibatkan kerja ekstra dan adonan kue menjadi gosong. 
Perusahaan ini juga menghadapi persaingan tidak sehat akibat 
pemalsuan yang merajalela. “Kami telah mengambil tindakan 
hukum terhadap seorang produsen, tapi produk palsu masih 
banyak beredar. Kami tidak dapat menuntut mereka semua,” 
kata Ashifuddin, manajer produksi, sambil menunjukkan satu 
rak tinggi penuh dengan produk palsu.

Manajemen Mubarokfood memutuskan bahwa mereka butuh 
bimbingan dalam menghadapi masalah ini. Untungnya, 
mereka diperkenalkan oleh dinas tenaga kerja setempat 
dengan program ILO-SCORE pada Maret 2011, dan mereka 
pun memutuskan untuk segera berpartisipasi dalam program 
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ini. “Ini seperti panggilan untuk meningkatkan produktivitas 
dan nilai tambah,” kata Hilmy.

Perusahaan membentuk beberapa tim yang bertanggung 
jawab memelihara kebersihan dan kerapian pabrik. Pekerja 
berkumpul secara rutin untuk melakukan apel, mereka diberi 
motivasi dan pengetahuan tentang kualitas kerja. Pemberian 
penghargaan dan hukuman diterapkan secara lebih ketat, 
di mana satu kesalahan akan diberi hukuman peringatan 
sedangkan pekerjaan yang baik akan diberi bonus. 

Mekansime kendali mutu diterapkan di akhir setiap tahap 
produksi dan bukan di akhir keseluruhan proses agar lebih 
mudah melihat kesalahan. Gudang penyimpanan kayu bakar 
diperbaiki dan direnovasi. Atap asbes dan atap bocor diganti 
dengan atap fi berglas agar sinar matahari dapat masuk untuk 
mengeringkan kayu.

“Kerja sama tim dan koordinasi meningkat secara signifi kan. 
Pekerja memastikan hasil pekerjaan terbaik dan kebersihan 
pabrik. Tingkat absensi menurun dan pekerja senang karena 
ada tempat untuk memberi masukan dan saran,” kata Meilany 
Astining Asih, Kepala Bagian Personalia PT Mubarokfood 
Cipta Delicia. 

Tidak ada lagi masalah dengan kayu bakar. Dengan gudang 
yang sudah diperbarui, kayu menjadi kering dalam waktu 
satu sampai dua minggu, sehingga api lebih stabil dan 
mempercepat proses masak serta menghemat 22 persen 
uang lembur. Di samping itu, sejauh ini, belum ada produk 
yang ditolak atau harus dibuat ulang. Efi siensi produksi pun 
meningkat sehingga menghasilkan pengiriman barang yang 
lebih tinggi, dan jumlah pesanan yang lebih banyak. 

Mendunia melalui
Program ILO-SCORE 

PT Mubarokfood Cipta Delicia di Kudus, 
Jawa Tengah, adalah salah satu perusahaan 
percontohan untuk program ILO-SCORE. 
Setelah bergabung dengan program ILO-
SCORE pada 2011 lalu, perusahaan ini berhasil 
meningkatkan produktivitas, kondisi kerja serta 
komunikasi  yang lebih baik antara manajemen 
dengan pekerja. Mubarokfood juga berhasil 
mengurangi jumlah produk cacat yang harus 
dikerjakan ulang. Di samping diberi penghargaan 
Parama Karya untuk Produktivitas dan Kualitas 
Nasional 2011, Mubarokfood juga diundang 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
untuk mempresentasikan produktivitas, dan 
peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) dalam Pertemuan Asia Eropa tentang K3 
yang diadakan di Singapura, 10 September 2012.

ketenagakerjaan
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Pekerja perempuan 
tetap terkonsentrasi dalam 
perekonomian informal, di mana 
upah, kondisi kerja dan keamanan 
kerja mereka masih buruk. Sekitar 
sepertiga perempuan pekerja juga 
terlibat dalam pekerjaan tanpa 
upah. Perempuan terus menghadapi 
hambatan besar secara budaya, 
sosial, ekonomi dan agama 
dalam memperoleh pekerjaan 
dan perlakuan adil di dunia kerja.  
Pemisahan atau segregasi pekerjaan 
berdasarkan gender juga cenderung 
memerangkap perempuan dalam 
pekerjaan rendahan dengan fungsi 
pengambilan keputusan yang 
minimal, sehingga menghambat 
peluang generasi muda untuk 
memasuki pasar tenaga kerja. 

Untuk memberdayakan perempuan 
secara sosial dan ekonomi, ILO telah 
meluncurkan Proyek Kepemimpinan Perempuan, Akses ke 
Pekerjaan dan Pekerjaan Layak, pada Juni lalu. Proyek yang 
didanai AusAID ini berupaya membantu perempuan rentan 
yang termarjinalkan untuk memperoleh pekerjaan di sektor 
perekonomian formal dan memperkuat kesetaraan kerja bagi 
perempuan di Indonesia. Hingga kini, proyek masih dalam 
tahap persiapan selama delapan bulan.

“Pemberdayaan perempuan secara ekonomi dan sosial 
merupakan kegiatan yang sangat penting dan diperlukan 
untuk mengembangkan sumber daya manusia secara 
berkelanjutan. Investasi di bidang pekerjaan dan kesetaraan 
gender dalam hal pekerjaan juga membawa manfaat nyata 
bagi pengusaha dan memberikan hasil yang lebih luas secara 
sosial dan ekonomi, yang diperlukan untuk menekan angka 
kemiskinan dan meraih kemajuan,” kata Miranda Fajerman, 

Proyek Kepemimpinan Perempuan:
Menyediakan Akses bagi Perempuan 
Marjinal ke Pekerjaan Formal 

Kepala Penasihat Teknis Proyek Kepemimpian Perempuan 
selama tahap persiapan ini.

Selama tahap persiapan, proyek ini tengah mengembangkan 
kemitraan strategis, mengadakan penelitian, meningkatkan 
kapasitas mitra-mitra proyek, serta melalui konsultasi dan 
pengembangan konsensus, merancang strategi keseluruhan 
untuk melaksanakan tahap kedua proyek ini. 

Proyek ini juga bekerja sama dengan Tufts University untuk 
mengembangkan kajian dasar mengenai hal-hal yang 
menghambat perempuan dalam pekerjaan dan diskriminasi 
kerja. Penelitian ini diadakan bekerja sama dengan BPS 
Indonesia, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara dan 

Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, 
dengan menargetkan 1.000 keluarga di 
Sumatera Utara dan Jawa Timur. 

Di samping teknik survei yang bersifat 
tradisional, penelitian ini juga mencakup 
berbagai inovasi seperti tes kognitif 
untuk membantu menghitung perbedaan 
individual yang belum teramati serta 
serangkaian skenario untuk mencari bias 
yang kuat namun tidak teramati atau yang 
bersifat halus dalam hal pendapat dan 
perilaku budaya terhadap perempuan. 
Proyek yang didukung program baru 
Global Pulse PBB di Indonesia ini juga 
memanfaatkan jaringan media sosial untuk 
meneliti dan melihat pendapat dan sikap 
masyarakat terhadap berbagai persoalan 
pekerjaan secara langsung (real time). 

Di akhir tahap persiapan ini, serangkaian 
program percontohan disusun untuk 
membantu (1) kelompok perempuan 
dalam memberikan layanan dan fasilitas 

kepada perempuan di lingkungan mereka masing-masing 
agar dapat memperoleh akses yang lebih besar ke dunia 
pekerjaan; (2) pekerja rumahan agar dapat beralih dari 
pekerjaan informal ke formal dan memperoleh kondisi kerja 
dan perlindungan sosial yang lebih baik; (3) serikat pekerja 
agar lebih dapat mewakili dan mempromosikan pekerja 
perempuan; dan (4) pengusaha agar dapat memberdayakan 
perempuan dan merespons kepentingan pekerja perempuan 
melalui solusi-solusi inovatif. 

“Pelaksanaan proyek-proyek percontohan ini akan dimulai 
tahun 2013 dan difokuskan pada pengembangan lembaga, 
penelitian serta kelangsungan dan replikasi di masa 
mendatang. Tahap persiapan proyek ini akan dilanjutkan 
dengan proses pelaksanaan selama enam tahun, sampai 
tahun 2019,” kata Miranda. 

Hasil-hasil yang dicapai pasar tenaga kerja 
menunjukkan adanya hambatan dalam 
mencapai kesetaraan gender dalam pekerjaan 
di Indonesia. Meskipun perluasaan peluang 
kerja telah dilakukan selama satu dekade 
terakhir, dan akses anak perempuan ke 
dunia pendidikan dan partisipasi di bidang 
pendidikan sudah berhasil ditingkatkan secara 
signifi kan, namun perempuan masih belum 
dapat berpartisipasi secara adil di pasar tenaga 
kerja. 
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Belajar dari Pengalaman ILO

Membangun kembali Aceh dan Nias 
Setelah lebih dari tujuh tahun, geliat ekonomi 
di provinsi Aceh telah kembali pulih setelah diguncang 
gempa dan tsunami pada tahun 2004. Provinsi di ujung 
barat Indonesia ini terus berkembang dengan semakin 
bertambahnya lapangan kerja dan membaiknya taraf 
kehidupan masyarakat. Perubahan besar telah terjadi di Aceh. 

Perkembangan yang sama juga terjadi di Kepulauan Nias 
yang menjadi bagian dari provinsi Sumatera Utara. Setelah 
gempa besar yang terjadi pada tahun 2005, jalan-jalan dan 
jembatan-jembatan telah dibangun kembali, membuka akses 
dan menghubungkan desa-desa di Nias serta meningkatkan 
perekonomian masyarakat. 

Sebagai bagian dari upaya terpadu internasional dan nasional 
untuk merehabilitasi dan membangun kembali Aceh dan Nias, 
ILO dan UNDP melalui “Penciptaan Lapangan Pekerjaan: 
Peningkatan Kapasitas untuk Pembangunan Jalan berbasis 
Sumber Daya Lokak di Aceh dan Nias” telah bekerja di Aceh dan 
Nias sejak Maret 2006. Didanai Multi Donor Trust-Fund (MDF).

Proyek ini dirancang untuk  menanggapi kebutuhan 
peningkatan kapasitas dalam pembangunan kembali 
infrastruktur-infrastruktur penting. Tujuan khusus dari proyek 
ini adalah meningkatkan konektivitas jalan, mendorong 
ketenagakerjaan lokal, berkontribusi pada pemulihan ekonomi 
secara keseluruhan dan membangun kapasitas lembaga dan 
teknis melalui penerapan pendekatan pembangunan jalan yang 
dikenal sebagai Pendekatan berbasis Sumber Daya Lokal (LRB).

Berbagi hasil dan pengalaman, ILO menyelenggarakan 
seminar satu hari pada 13 November 2012, di Jakarta. 

Pendekatan LRB: 
Apa dan Bagaimana 
Proyek Jalan Aceh dan Nias ILO menerapkan pendekatan 
pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan 
Pendekatan berbasis Sumber Daya Lokal (LRB). Pendekatan 
ini berupaya mencari keseimbangan yang optimal antara 
penggunaan tenaga kerja lokal, sumber daya lokal serta 
peralatan ringan demi memperoleh aset yang berkualitas 
bagi masyarakat. 

Pendekatan ini memastikan kualitas aset yang dibangun 
terpelihara, peluang kerja dan investasi di tingkat ekonomi 

Seminar ini juga menandai berakhirnya Proyek Jalan ILO di 
Aceh dan Nias. Seminar juga menjadi forum untuk berbagi 
hasil dan praktik terbaik Proyek, memastikan pendekatan 
LRB akan berlanjut dan hasilnya dapat diterapkan di seluruh 
Indonesia. 

“ILO terus melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah 
Indonesia untuk melihat bagaimana pendekatan-pendekatan 
ini dapat direplikasi dan diadaptasi di daerah-daerah lainnya. 
Karena infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas utama 
untuk Indonesia, kami berharap pendekatan LRB dapat terus 
dilanjutkan untuk memberikan masyarakat lokal prasarana 
infrastruktur yang lebih baik, akses yang lebih baik terhadap 
layanan sosial dan perlindungan yang maksimum terhadap 
lingkungan melaui penciptaan peluang kerja,” ujar Peter van 
Rooij, Direktur ILO di Indonesia. 
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Daftar Isi

Aceh

Hasil dan dampak proyek jalan di Aceh-Nias terhadap 
masyarakat setempat di kedua wilayah sebagai berikut: 

 Rehabilitasi 170 kilometer jalan perdesaan, 10 
kilometer jembatan dan tiga fasilitas irigasi yang 
menerapkan pendekatan LRB:

Penghematan waktu perjalanan ke pasar dan • 
prasarana-prasarana sosio-ekonomi lainnya; 

Pertumbuhan dan perkembangan area budidaya • 
pertanian;

Meningkat tajamnya nilai lahan pertanian di • 
sepanjang jalan yang sudah diperbaiki; 

Meningkatnya peluang usaha bagi pengusaha • 
berskala kecil di sepanjang jalan. 

 410.345 hari kerja terciptakan, dengan perkiraan 
lebih dari 30.000 hari kerja diciptakan selama tahap 
terakhir. Pekerja perempuan mencapai 28 persen dari 
keseluruhan kegiatan ini. 

 189 staf Dinas Pekerjaan Umum telah meningkat 
kapasitasnya dalam melakukan rehabilitasi jalan-
jalan kabupaten/kota dan perdesaan menggunakan 
pendekatan LRB;

 400 staf kontraktor lokal menerima pelatihan mengenai 
pendekatan dan teknologi LRB, serta pelatihan 
keuangan dan manajemen; 

 74 fasilitator Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (PNPM) dilatih mengenai perencanaan dan 
penerapan pemeliharaan jalan berbasis komunitas;

 229 kilometer jalan perdesaan menerima pemeliharaan 
rutin dan berkala;

 Sistem Informasi Manajemen Jalan (MIS) dan Sistem 
Informasi Geografi s (GIS) dikembangkan oleh Proyek. 
Lebih dari 400 hari pelatihan telah dijalankan bagi 
pelatihan MIS dan GIS (pelatihan kelas dan langsung). 

lokal dapat dirasakan secara optimal oleh baik perempuan 
dan laki-laki dan teknologi yang ramah lingkungan 
dipergunakan., Untuk itu, Proyek membangun kapasitas dinas-
dinas, kontraktor dan komunitas lokal dalam merehabilitasi 
infrastruktur kabupaten dan perdesaan menggunakan 
pendekatan LRB melalui pelatihan dan pendampingan. 

Proyek pun mengembangkan perangkat dan kapasitas 
untuk perencanaan, anggaran dan program atas investasi 
infrastruktur jalan di tingkat kabupaten/kota—sistem informasi 
manajemen jalan dan perangkat Sistem Informasi Geografi s 
(Geographic Information System/GIS), rencana induk jalan 
5 tahunan serta panduan pemeliharaan rutin jalan berbasis 
komunitas.. 

Apa Kata MerekaApa Kata Mereka
Said Mustafa, Asisten Dua Sekretaris Provinsi Aceh  

“Bagi masyarakat mereka dapat menikmati hasil 
pekerjaan mereka, khususnya masyarakat pada lapisan 
bawah, mereka dilibatkan dalam konstruksi, dan mereka 
mendapatkan pendapatan harian selama mereka bekerja.”

Agustinus Zega, Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nias  

“Cara kerja ini kita akan adopsi memang kita perlu 
melakukan penyesuaian – penyesuaian regulasi-regulasi 
sehingga cara seperti ini yang sifatnya melibatkan 
masyarakat, memberdayakan tenaga kerja merupakan 
inovasi baru.”

Reyna Usman, Direktur Jendral Pembinaan dan 
Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta), Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

“Pelaksanaan model yang telah dilakukan ILO adalah 
model yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat 
sehingga Kemenakertrans harus mengakui ini merupakan 
suatu perubahan di dalam kualitas dalam model perluasan 
kesempatan kerja, khususnya untuk  infrastruktur padat 
karya”

Dr. Rusnadi, Asisten Deputi Bidang Investasi, 
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal  

“Saya harus mengakui bahwa apa yang dilakukan ILO 
sangat baik, bukan karena dengan selesainya program 
ini akses terbuka dan infrastruktur bertambah, tetapi 
yang tidak kalah penting dalam proses pelaksanaannya 
melibatkan masyarakat.”

Shamima Kan, MDF Manager

“Pengalaman ILO dalam membangun jembatan gantung, 
jalan setapak dan infrastruktur lainnya, yang sangat 
adaptif dengan topografi  yang rentan di Nias dan juga 
seperti di daerah lain di Indonesia, karena itu maka 
pendekatan ILO yang telah dilakukan dapat direplikasi 
dan diadaptasi ke daerah lain. 



Suara azan pagi bergema.  
Jam menunjukkan pukul 4.30 pagi dan 
suasana pun masih gelap pekat di luar 
rumah Erna, 16 tahun, yang tertidur 
lelap. Tidurnya tak lama terganggu suara 
ibunya yang membangunkan tidurnya 
dan mengingatkan Erna untuk pergi 
bekerja. Setelah menikmati makan pagi 
yang sederhana – sepiring nasi dengan 
telur goreng – Erna meninggalkan rumah 

pukul 5.30 pagi untuk pergi bekerja di pabrik di Sukabumi, 
Jawa Barat. Dia biasanya kembali ke rumah saat langit sudah 
gelap dengan datangnya malam, khususnya saat harus bekerja 
lembur. Ia pun kerap kali menemukan sang ibunda sudah 
tertidur di tempat tidur yang mereka pergunakan bersama. 

Sementara, di Makassar, berdiri di tengah teriknya matahari 
siang, Taufi k bergegas mengenakan baju kerjanya berupa 
jaket, topi dan sepatu boots karet. Tanpa peduli keringat 
yang bercucuran di dahinya, anak berusia 14 tahun dari 
Makassar ini berjalan menuju tempat pembuangan sampah. 
Bergabung dengan sekelompok anak seusia dan yang 
lebih bessar di antara gunungan sampah tas plastik, botol 
dan bungkus makanan, dia membawa karung penampung 
sampah dan segera mengumpulkan barang-barang 
“berharga”. Di penghujung hari, stelah memberikan sebagian 
penghasilannya kepada sang nenek, Taufi k mendapatkan 
beberapa ribu rupiah. 

Kisah Erna dan Taufi k terekam dalam video diary mereka yang 
diluncurkan ILO dan Yayasan Kampung Halaman (YKH) pada 
Juni dan Juli 2012 di Jakarta, Makassar dan Yogyakarta sejalan 
dengan peringatan Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia 
tahun 2012. Bertajuk “Aku, Masa Depanmu Indonesia!”, 
video-video ini merupakan bagian dari enam video hasil karya 
para pekerja anak sendiri di Jakarta, Sukabumi dan Makassar 
di lima sektor: anak yang bekerja di jalan, pemulung anak, 
pekerja rumah tangga anak, pekerja pabrik anak dan pekerja 
seksual komersial anak.
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Hari Menentang Pekerja Anak 2012:

Video Diary Pekerja Anak



ILO percaya bahwa video parsitipatori 
ini akan meningkatkan kesadaran dan 
rasa prioritas masyarakat. Khususnya 

di antara para pembuat kebijakan, 
mengenai masalah pekerja anak, terutama 
anak-anak yang terlibat dalam bentuk-
bentuk pekerjaan teburuk. ILO juga meyakini 
kesadaran semacam itu akan membantu 
penanggulangan dan penghapusan pekerja 
anak serta perlindungan hak anak, terutama 
hak atas pendidikan agar setiap anak Indonesia 
dapat memiliki akses terhadap pekerjaan yang 
layak dan berkontribusi dalam pembangunan 
nasional saat mereka tumbuh dewasa.

Michiko Miyamoto,
Wakil Direktur ILO di Indonesia 11

Pembuatan video partisipatori ini melibatkan 
41 pekerja anak di bawah 18 tahun serta melibatkan proses 
pelatihan dan pendampingan selama 1,5 bulan pada bulan 
Mei hingga Juni. Selama masa pelatihan dan pendampingan, 
para pekerja anak secara mandiri mengidentifi kasi 
pengalaman, kesulitan, harapan dan aspirasi mereka dengan 
menggunakan metode video diary. 

“Metode video diary ini merupakan metode yang dapat 
membantu peserta mengenali pengalaman hidupnya selama 
ini untuk kemudian disikapi secara bebas dan diolah menjadi 
alat advokasi personal maupun kelompok. Diharapkan video 
ini dapat membantu masyarakat luas belajar mendengarkan 
dan memahami suara dan cara pandang para pekerja anak 
tentang pekerjaan dan kehidupan mereka selama ini,” kata 
Dian Herdiany, Ketua YKH.

Pelatihan bagi para pekerja anak ini diawali dengan upaya 
mengidentifi kasi persoalan yang dapat diangkat menjadi 
kisah. Didampingi para mentor, berbagai metode penggalian 
masalah dilakukan, seperti role play, diskusi kelompok serta 
riset visual dan non-visual. Diakui Agung Sentausa, salah 
seorang mentor untuk audio visual, bukan merupakan hal 
yang mudah bagi para pekerja anak ini untuk menceritakan 
perasaan dan pendapat mereka. “Mereka tidak biasa 
bercerita atau mengeskpresikan perasaan mereka, mengingat 
kerasnya dunia kerja yang harus mereka jalani.”

Pelatihan kemudian dilanjutkan dengan pengembangan 
cerita, pengenalan terhadap alat rekam audio visual dan 
proses produksi (penggambilan gambar dan narasi cerita), 
yang juga melibatkan orangtua, tempat kerja dan komunitas 
sekitar dalam menyuarakan kisah para pekerja anak ini. 
“Para peserta tidak hanya diperkenalkan para proses 
pembuatan fi lm secara teknis, namun mereka juga diberi 
bekal untuk mengenali potensi diri dan peluang yang ada di 
masyarakat sekitar, tempat mereka tinggal dan bekerja,” Dian 
menambahkan. 

Kendati dilakukan pelatihan dan proses pembuatan video 
diary ini harus dilakukan di sela-sela waktu luang saat jam 
kerja mereka usai, semangat dan antusiasme para peserta 
sangat tinggi. “Yang mengagumkan para peserta selalu 
mempunyai energi dan antusiasme yang besar selama 
pelatihan. Meski baru saja selesai bekerja, mereka tetap 
bersemangat,” tegas Ririen Juandhi, Koordinator Proyek, 
yang juga turut mendampingi para peserta di Jakarta dan 
Sukabum. 

Menggunakan kata-kata dan pilihan gambar mereka sendiri, 
video-video ini merekam keseharian, perjuangan, harapan 
para pekerja anak dalam menjalani kerasnya lika-liku 
kehidupan dan pekerjaan mereka. Pertama kalinya dilakukan, 
video-video ini merupakan bagian dari serangkaian kampanye 
dengan menggunakan video partisipatori dalam bentuk video 
diary dan situs interaktif tentang pekerja anak dan pendidikan.

Selain video diary, suara dan aspirasi para pekerja anak ini 
pun didokumentasikan ke dalam sebuah situs interaktif dan 
sebuah video belakang layar yang melengkapi bentuk-bentuk 
program kampanye yang dilakukan ILO bersama YKH dalam 
menyuarakan suara para pekerja anak dan meningkatkan 
kepedulian semua pihak terkait, termasuk masyarakat luas 
dan media massa, terhadap permasalahan ini. Hasil  karya 
dan kisah kehidupan para pekerja yang terlibat, termasuk 
para mentor dan pendamping, dapat ungguh melalui www.
childlabourvoice.org.

Kampanye ini digelar oleh ILO melalui Proyek Pekerja 
Anak dan Pendidikan yang didanai Kementerian Luar 
Negeri Belanda. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesempatan bagi pekerja anak ataupun anak-anak yang 
rentan untuk bekerja atas pendidikan. Kampanye ini 
merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan 
ILO bersama para mitranya untuk menegaskan kembali upaya-
upaya memerangi pekerja anak, terutama bentuk-bentuk 
terburuknya. 

pekerja anak

41 Pekerja Anak, 
1,5 Bulan Proses

dan Enam Video Diary
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Perjuangan Erna dan Taufi k merupakan satu dari 
ratusan juta kisah pekerja anak di seluruh dunia. Pada 2009, 
ILO memperkirakan lebih dari 200 juta anak dari  berbagai 
kebangsaan di antara usia 7 dan 14 tahun bekerja, dengan 
sekitar 2,3 juta di antaranya merupakan anak-anak Indonesia. 
Jika memperhitungkan pekerja anak di antara usia 15 hingga 
18 tahun, jumlahnya pun meningkat hingga 4,05 juta. 

Mayoritas para pekerja anak di negara ini terkonsentrasi di 
daerah-daerah perdesaan di bagian timur Indonesia. Jumlah 
pekerja anak diperkirakan sekitar 1 persen dari populasi 
Jakarta, sementara ILO memperkirakan mereka mencapai 
8,9 persen dari populasi di timur Indonesia. Data statistik ini 
diambil dari data sensus, dan data tersebut tidak terlalu akurat 
mengingat pekerja anak cenderung berpindah-pindah dan 
bekerja di sektor informal sehingga jumlah yang terdata hanya 
mewakili perkiraan minimal. 

Mayoritas pekerja anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar 
atau sekolah menengah pertama untuk membantu keluarga 
mereka di rumah. Menurut survei tahun 2009 yang dilakukan 
Understanding Children’s Work (UCW), sekitar dua pertiga 

Fakta-fakta 

Konfederasi Serikat Serukan 
Komitmen Bersama Menentang Pekerja Anak 

Konfederasi-konfederasi nasional—KSBSI, KSPI 
and KSPSI—mendeklarasikan komitmen bersama untuk melakukan aksi 
menentang pekerja anak dan mempromosikan pendidikan sebagai bagian 
dari hak anak di Jakarta pada 30 Juni 2012. Deklarasi ini merupakan 
bagian dari peringatan Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia 2012 
dan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan ILO dengan 
para mitranya untuk menegaskan upaya nasional terhadap pekerja anak, 
terutama bentuk-bentuk terburuknya. Mereka juga menggarisbawahi 
pentingnya peningkatan kesadaran bagi para anggota konfederasi 
mengenai isu terkait pekerja anak dan pendidikan. 

dari satu juta anak yang putus sekolah dari pendidikan 
dasar dan  menengah terlibat dalam pekerjaan produktif — 
baik bekerja di sektor luar rumah atau rumah tangga atau 
keduanya. Para pekerja anak ini umumnya laki-laki. 

“Di Indonesia, insiden pekerja anak lebih tinggi terjadi 
di antara anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. 
Gender sangat jelas berperan — anak laki-laki kerap 
kali mengambil alih peran ayah mereka memberikan 
penghasilan kepada keluarga mereka,” kata Dede Sudono, 
Koordinator Program  Internasional ILO untuk Penghapusan 
Pekerja Anak (IPEC). Ia menambahkan,”Pekerjaan rumah 
tangga sangat lekat dengan anak-anak perempuan, 
sementara pekerjaan pertanian dan manufaktur seringkali 
ditujukan kepada anak laki-laki.”

Sementara pekerjaan rumah tangga hanya membutuhkan 
pengetahuan pengaturan rumah dan merawat anak, 
pekerjaan pertanian dan manufaktur membutuhkan 
kualifi kasi kerja fomal seperti ijazah atau diploma 
pendidikan menengah atau atas. Karenanya, hal ini 
seringkali memicu praktik pemalsuan ijazah dan tingkat 
pendidikan. 

Pekerja Anak dan Pendidikan
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“Mimpi PRTA”

Sutradara: Ima, Tika, lia 
and Pitri

Imah (17), Tika (15), 
Pitri (16) dan Lia (16) 
adalah pekerja rumah 
tangga di Kranji, Bekasi. 
Mereka putus sekolah 
di usia yang sangat dini. 
Ini bukanlah pekerjaan 

mudah untuk anak-anak seusia mereka. Protes kepada orang 
tua bukanlah pilihan. Teman menjadi tempat curhat yang 
paling nyaman. Melalui fi lm, mereka ingin berbagi cita-cita 
dan mimpi mereka. 

“(S)URIP DI JALANAN”
Sutradara: Urip, Deden, 
Atun, Jenal, Romi dan 
Tomi

“(S)urip di Jalanan” 
adalah tentang Urip 
(14), ‘freelancer’ di 
jalanan ibukota. Sebagai 
freelance, Urip bisa 
mengerjakan apa saja: 

memarkir, minta-minta, memasang stiker pamfl et, topeng 
monyet, dan terakhir adalah bajilo (bajing loncat) yang sudah 
ia tinggalkan beberapa tahun yang lalu. “Gak berani lagi 
bajinglo, temen udah ada yang meninggal... ntar kalau Urip 
meninggal, mama siapa yang ngurusin?” kata Urip. 

Sinopsis Video Diary 
“ASSALA ASSIKOLA” 
(YANG PENTING 
SEKOLAH)
Sutradara: Fitri, Andini, 
Indah dan Riska

Assala Assikola adalah 
cerita Fitri, Andini, Indah 
dan beberapa teman 
mantan pemulung di TPA 
Antang, Makassar. Ketika 
mereka mulai beranjak dewasa, orang tua melarang mereka 
untuk memulung. Mereka hanya diijinkan untuk sekolah. Tapi 
ada sesuatu yang mengancam mereka putus sekolah untuk 
kemudian menikah di bawah umur. 

“YABO” (MEMULUNG)
Sutradara: Anjas, Taufi k 
dan teman-teman 

Yabo atau memulung. 
Banyak anak laki-laki di 
Antang memulung setiap 
hari di TPA Antang. 
Bagi mereka, memulung 
adalah pekerjaan yang 
menyenangkan dan seru. 
Selain menghasilkan 

uang, mereka juga bisa bermain sambil bekerja. Seringkali 
mereka bolos sekolah dan memilih untuk mulung, bukan 
karena mereka benci sekolah, tapi ada sesuatu yang terjadi di 
sekolah...

“TERLALU LELAH”
Sutradara: Erna, Imam 
dan teman-teman  

Memanipulasi umur atau 
meminjam ijazah orang 
lain bukanlah rahasia 
untuk Erna dan teman-
temannya yang bekerja 
di pabrik garmen. 
Kehilangan waktu 

untuk bergaul, sekolah dan bermain adalah risiko bekerja 
di usia yang terlalu dini. Semuanya demi keluarga, untuk 
membahagiakan mereka. 

“DEAR PARENTS”
Sutradara: Putri, Riri, 
Icha, Kiki, Ipang dan Opi 

Ada banyak sekali cerita 
di dalamnya, semoga 
kalian bisa melihatnya. 
Tidak mudah menjadi 
kami; menjalani pekerjaan 
kami, mendapatkan 
uang, menjadi bahagia 

sekaligus menjadi tulang punggung bagi keluarga dan 
saudara. Semoga kalian memahaminya…” 

Apa Kata Pembuat Film 
Anak tentang Film Mereka

“Saya ingin para penonton dokumenter ini 
menyadari susahnya menjadi pekerja rumah 
tangga. Pekerjaan ini tidak semudah yang 
dibayangkan banyak orang, apalagi jika majikan 

kita galak.” Imah, 17-year old, video pekerja rumah tangga 
anak.

“Masyarakat biasanya berpandangan dan 
berprasangka negatif terhadap pekerjaan 
saya dan teman-teman. Meski mereka tidak 
mengenal siapa kami sebenarnya. Melalui video 
diary ini, saya berharap masyarakat luas bisa 
mengerti kami tidak mau melakukan pekerjaan 
ini dan tidak memilih menjadi seperti sekarang.” Putri, 18-
year-old, video anak-anak sebagai korban eksploitasi seksual.

“Orang biasanya melihat kami sebagai pembuat 
onar. Hidup di jalan itu tidak mudah karena saya 
dan teman-teman gampang terkena kecelakaan 
dan gangguan dari anak-anak jalanan lainnya dan 
orang dewasa. Melalui video ini saya berbagi kisah 
dan cerita lain, saya juga berharap masyarakat dapat melihat 
anak-anak jalanan seperti saya dengan berbeda.” Surip, 14-
year-old, video anak-anak yang bekerja di jalan. 
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Sebagian besar kaum muda Indonesia tidak 
bekerja maupun bersekolah, demikian laporan terbaru yang 
diterbitkan hari ini oleh Understanding Children’s Work (UCW) 
– sebuah kemitraan antara ILO, UNICEF dan Bank Dunia. 
Lebih dari dua pertiga orang muda memasuki pasar kerja 
dengan pendidikan dasar atau kurang; sementara penurunan 
keterlibatan kaum muda dalam ketenagakerjaan tidak sejalan 
dengan kemajuan dalam meningkatkan kehadiran di sekolah 
di atas tingkat dasar, demikian laporan tersebut. 

Laporan terbaru ini, “Memahami Pekerjaan yang Dilakukan 
oleh Anak dan Pekerja Muda: Kondisi Indonesia”, secara resmi 
diluncurkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, SE, MA. Peluncuran ini 
dilakukan sejalan dengan peringatan Hari Dunia Menentang 
Pekerja Anak, yang menyoroti hak-hak semua anak untuk 
terlindungi dari pekerja anak dan segala bentuk pelanggaran 
hak asasi dasar manusia. 

Laporan menemukan bahwa sebanyak 2,3 juta anak berusia 
7 – 14 tahun terlibat dalam pekerjaan di Indonesia; dan 
mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasar atas pendidikan, 
keselamatan fi sik, perlindungan, bermain dan rekreaksi. 
Kebanyakan anak-anak yang bekerja ini masih bersekolah; 
namun, waktu yang dihabiskan di dalam kelas jauh lebih sedikit 
dibandingkan anak-anak yang tidak bekerja, menghambat 
potensi dan kesempatan belajar mereka di masa depan. 

Untuk anak-anak yang putus sekolah, pekerja anak menjadi 
faktor pendorong utama, dengan dua pertiga anak-anak 
yang tidak bersekolah terlibat dalam pekerjaan, terutama 

Pendidikan menjadi respons penting
untuk tanggulangi pekerja anak dan pekerja muda 

pekerja anak

untuk mendukung 
pendapatan keluarga 
yang rendah. 

“Pendidikan 
menjadi respons 
penting terhadap 
permasalahan pekerja 
anak dan pekerja 
muda di Indonesia,” 

ujar Angela Kearney, Perwakilan 
UNICEF di Indonesia. “Apabila jumlah 
anak yang bekerja tidak dikurangi 
dan prospek mereka saat memasuki 
angkatan kerja tidak ditingkatkan, 
investasi di semua tingkatan – dari 
program pra-sekolah dan pelatihan 
kejuruan – menjadi sangat penting.”

Studi UCW juga melihat status 
ketenagakerjaan muda, dan 

menemukan bahwa satu dari lima pemuda Indonesia tidak 
bersekolah atau bekerja. Satu dari tiga pemuda di pasar kerja 
hanya memiliki pendidikan dasar atau kurang. 

“Kami menyadari bahwa memulai dengan langkah yang 
tepat merupakan salah satu penentu keberhasilan di masa 
depan. Karenanya pencegahan pekerja anak menjadi penting, 
mengingat dampak jangka panjangnya terhadap anak-anak,” 
ujar Stefan Koeberle, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia. 
“Kebijakan-kebijakan terkait kaum muda dapat mencegah 
dampak-dampak negatif dari pekerja anak, karenanya penting 
bagi kaum muda yang kurang beruntung untuk memiliki 
program pelatihan dan keterampilan hidup yang berkualitas.”

Manfaat pendidikan bagi kaum muda yang memasuki pasar 
kerja pun ditegaskan dalam temua-temuan studi ini – pemuda 
Indonesia yang hanya dapat menyelesaikan pendidikan dasar 
diharapkan memperoleh pendapatan 8 persen lebih besar 
dibandingkan rekannya yang sama sekali tidak mengenyam 
pendidikan, serta semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin 
besar pula pendapatan yang diperoleh. 

Pekerja anak merupakan 
permasalahan yang penting bagi 
kita semua. Jumlah pekerja anak di 

bawah usia 15 tahun masih terbilang 
tinggi....Ini sejalan dengan program-program 
Pemerintah Indonesia di mana sejumlah 
program terkait pekerja anak yang terencana 
dan berkelanjutan telah dikembangkan.

Armida S. Alisjahbana,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

Diskusi interaktif mengenai pekerja anak dan pendidikan di Indonesia, yang 
disiarkan oleh jaringan radio SmartFM.

Memahami pekerjaan yang 
dilakukan oleh anak dan 
pekerja muda di Indonesia 

RINGKASAN LAPORAN
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Laporan ini menyusun sejumlah rekomendasi kunci bagi para 
pembuat kebijakan:

• Melakukan investasi guna memastikan transisi siswa  dari 
tingkat pendidikan dasar ke menengah pertama dan 
semakin tingginya pendidikan menjadi penting dalam 
meningkatkan kemampuan kerja dan potensi pendapatan 
bagi kaum muda. 

• Anak-anak harus dapat mengenyam pendidikan tanpa 
harus bekerja, sehingga mereka dapat memperoleh 
keuntungan yang maksimal dari pendidikan mereka. Hal 
ini memerlukan investasi dalam program pengembangan 
anak-anak sejak usia dini, yang mendemonstrasikan 
keuntungan dari belajar bagi keluarga bahkan sebelum 
anak-anak mencapai usia sekolah dasar. 

• Mekanisme perlindungan sosial harus diperkuat untuk 
mengurangi kertergantungan keluarga yang lebih miskin 
terhadap penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan anak. 

• Fokus yang lebih besar harus ditempatkan pada 
kesempatan pendidikan kedua bagi kaum muda yang 
telah putus sekolah dari sistem sekolah formal dan 
dukungan terhadap kewirausahaan muda. 

• Fokus harus diarahkan pada pengembangan keterampilan 
di antara kaum muda – dimulai dari pendidikan dasar, 
termasuk kesempatan belajar kedua dan pendidikan 
kejuruan. Perhatian khusus harus diberikan kepada 
perekonomian informal, yang mempekerjakan lebih dari 
separuh pekerja muda Indonesia. 

• Harus ada fokus pada kebutuhan remaja perempuan dan 
perempuan muda; kendati ada sedikit perbedaan antara 
jumlah anak perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, 
anak perempuan tiga kali lebih besar untuk tidak aktif 
(misalnya tidak bekerja maupun bersekolah). Partisipasi 
dalam pasar kerja di antara anak-anak perempuan adalah 
17 persen lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki. Di 
antara kaum muda yang bekerja, laki-laki muda dengan 
pendidikan premium memperoleh pendapatan yang lebih 
besar dibandingkan rekan perempuannya.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat tergantung 
pada generasi muda yang berpendidikan,” tegas Peter van 
Rooij, Direktur ILO di Indonesia. “Saat ini sekitar 40 juta kaum 
muda Indonesia berusia antara 15 dan 24 mewakili sumber 
berharga bangsa; apabila kita melakukan investasi terhadap 
mereka, melalui sejumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan, 
dan apabila kita mengutamakan kualitas pendidikan bagi 
semua anak sejak usia dini, kontribusi penting telah dilakukan 
untuk memastikan tercapainya hak semua orang atas pekerjaan 
yang layak dan memastikan masa depan Indonesia.”

Saat peluncuran, laporan ini akan dikomentari dan ditelaah 
para pakar di tingkat nasional. Mereka memberikan kajian 
terhadap temuan-temuan laporan ini dan menelaah 
bagaimana rekomendasi-rekomendasi kunci tersebut terkait 
dengan peraturan dan program Pemerintah yang ada serta 
rekomendasi kebijakan yang dapat dikembangkan selanjutnya. 
Menindaklanjuti peluncuran ini, diskusi lanjutan digelar untuk 
membahas mengenai rekomendasi kebijakan selanjutnya, yang 
melibatkan kementerian dan lembaga terkait 

hubungan industrial

ILO telah menciptakan proses diagnostik tentang 
hak-hak kebebasan berserikat dan perundingan bersama di 
sektor pengolahan ekspor yang akan diterapkan di beberapa 
negara pilihan. Proses ini merupakan sarana promosi yang 
bertujuan untuk menyediakan informasi kepada para 
konstituen tripartit agar dapat digunakan untuk menyusun 
rencana aksi nasional mereka sendiri. Proses diagnostik ini 
telah disempurnakan setelah dilakukan proses tes percobaan 
pertama pada tahun 2011. 

Di Indonesia, proses diagnostik ILO dipimpin Lisa Tortell 
beserta Vanessa Raingeard dan Bernard Banks dari ILO 
Jenewa dari 26 Juni hingga 8 Juli 2012.  Satu tim yang 
terdiri dari 18 orang pewawancara dari kalangan mahasiswa 
bekerja sama dengan tim diagnostik untuk mendistribusikan 
kuesioner kepada para pekerja, baik yang merupakan 
anggota serikat pekerja maupun yang tidak. Proses 
diagnostik ini mencakup pemakaian tiga jenis kuesioner 
untuk tiga kategori responden yang berbeda: kuesioner 
khusus untuk pekerja, kuesioner yang baru dikembangkan 
untuk konstituen lain dan satu “skenario” baru untuk rapat-
rapat kelompok bersama konstituen. 

Proses diagnostik ini juga mencakup aktivitas rapat bersama 
perwakilan pemerintah, pekerja dan pengusaha baik di tingkat 
pusat maupun daerah. Ada tiga provinsi yang dijadikan daerah 
sasaran, yaitu: Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Tim diagnostik saat ini sedang mengkaji kuesioner-
kuesioner tersebut serta informasi substantif yang berhasil 
dikumpulkan selama rapat berlangsung. Laporan diagnostik 
ini diharapkan segera selesai dan akan diserahkan kepada 
konstituen tripartit pada Desember tahun ini. Penyerahan 
laporan ini akan diikuti dengan rapat tripartit, yang bertujuan 
untuk mengembangkan rencana aksi nasional yang akan 
dilaksanakan selama 18 bulan mendatang. 

Mengembangkan 
Rencana Aksi Nasional 

tentang Kebebasan Berserikat dan 
Perundingan Bersama



Rapat Persiapan Menuju Forum ASEAN tentang Pekerja Migran:

Melanjutkan Upaya Perlindungan dan 
Promosi Hak-hak Pekerja Migran

sebelumnya di Bali, sehingga kami dapat melangkah maju 
dengan rekomendasi yang lebih baik dan lebih kuat untuk 
Forum 2012 di Kamboja,” jelas Yuyun Wahyuningrum, 
Spesialis Senior ASEAN, HRWG. Selain itu, lanjut dia, rapat 
persiapan ini juga membahas kemajuan apa saja yang telah 
dicapai Indonesia dalam meningkatkan perlindungan bagi 
pekerja migran. 

Reyna Usman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan 
Tenagakerja (Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, mengatakan bahwa ada banyak TKI yang 
bekerja di negara-negara anggota ASEAN. Indonesia tentu 
tidak dapat mengabaikan proses penyusunan kebijakan di 
ASEAN, terutama yang terkait dengan perlindungan pekerja 
migran. “Walaupun tindakan protektif yang diambil negara-
negara pengirim sangat penting, namun tanpa kerja sama 
regional dan lintas negara dalam mengelola migrasi tenaga 
kerja internasional, maka banyak persoalan mendasar tidak 
akan dapat diatasi,” tegasnya. 

Rapat persiapan ini juga merupakan aktifi tas 
pertama dari Proyek ILO, yaitu  Proyek 

ASEAN Triangle, di Indonesia. 
Proyek regional ini bertujuan untuk 
mempromosikan peluang pekerjaan 
layak bagi pekerja migran dengan 
meningkatkan akses mereka ke layanan 
bantuan hukum dan jalur migrasi 
yang aman serta meningkatkan 
perlindungan bagi para pekerja. Proyek 
ini mempromosikan pendekatan 
multilateral dan regional untuk 
persoalan-persoalan bersama, membuat 

regionalisme menjadi lebih efektif, 
serta meningkatkan kapasitas lembaga-

lembaga ASEAN. Proyek yang didukung oleh CIDA ini akan 
dilaksanakan dari tahun 2012-2016. 

Sejak penerapan Deklarasi tentang Perlindungan 
dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran di Cebu, Filipina tahun 
2007, para Menteri Tenaga Kerja ASEAN telah melembagakan 
rapat tahunan yang disebut Forum ASEAN tentang Pekerja 
Migran. Ini merupakan forum yang menyediakan sarana 
terbuka untuk membahas dan saling bertukar pikiran, juga 
untuk merumuskan pandangan di kalangan pemangku 
kepentingan terkait negara-negara anggota ASEAN tentang 
persoalan migrasi pekerja. 

Tahun ini, Forum ASEAN tentang Pekerja Migran ke-5 
diadakan di Siem Reap, Kamboja, 9-10 Oktober lalu, dengan 
tema: “the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 
Workers: Towards Effective Recruitment Practices and 
Regulations”. Para delegasi yang mengikuti Forum selama 
dua hari itu membahas beberapa persoalan penting terkait 
upaya melindungi pekerja migran di seluruh kawasan ASEAN. 
Forum ini dihadiri ratusan perwakilan pemerintah, organisasi 
pengusaha dan pekerja serta organisasi masyarakat sipil dari 
seluruh kawasan ASEAN, termasuk Indonesia.

Menyadari pentingnya Forum ASEAN tersebut, beberapa 
kelompok serikat pekerja dan LSM dari Indonesia, termasuk 
Human Rights Working Group (HRWG), yaitu sebuah jaringan 
LSM di Indonesia dan yang juga merupakan anggota Satuan 
Tugas untuk Pekerja Migran ASEAN; serta Komisi Aksi 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga & Buruh Migran (KAPPRT 
& BM), yang adalah sebuah koalisi baru dari konfederasi 
serikat pekerja serta organisasi non-pemerintah, di mana tiga 
konfederasi serikat pekerja Indonesia utama (KSBSI, KSPI dan 
KSPSI) menjadi anggotanya, mengadakan rapat persiapan 
pada 3 Oktober di Jakarta, yang didukung oleh ILO melalui 
Aksi Tripartit untuk Perlindungan dan Promosi Hak-hak 
Pekerja Migran di Kawasan ASEAN (atau dikenal 
sebagai proyek ASEAN Triangle). 

Rapat ini melibatkan beberapa serikat pekerja 
dan organisasi LSM yang menangani persoalan-
persoalan yang terkait dengan perlindungan 
tenaga kerja Indonesia (TKI) dan pekerja rumah 
tangga (PRT) dari tingkat pusat maupun daerah. 
Tingkat daerah mencakup tiga provinsi utama 
(Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat) 
yang dikenal sebagai daerah utama pengirim TKI.

“Rapat persiapan ini perlu dilakukan agar 
kami dapat mengidentifi kasi tantangan yang 
kami hadapi berdasarkan hasil Forum ASEAN 

Albert Bonasahat
Koordinator Proyek ASEAN Triangle

Tujuan dari proyek ASEAN Triangle 
ini sesuai dengan prioritas strategis 
dari Program Kerja Menteri Tenaga 

Kerja ASEAN (2010-2015). Dalam 
melaksanakan proyek ini, ILO akan bekerja 
sama dengan negara-negara anggota 
ASEAN, ASEAN Trade Union Council (ATUC), 
dan ASEAN Confederation of Employers 
(ACE).

hak dalam bekerja
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Pemangku kepentingan dari 

Indonesia, India dan Thailand menghadiri lokakarya 

bertema  “Memperluas Perlindungan Sosial yang Sensitif 

HIV di Indonesia” di Jakarta yang disponsori PBB 

selama dua  hari. Lokakarya yang diselenggarakan 21-

22 November lalu ini bertujuan untuk mempromosikan 

perlindungan sosial bagi orang yang hidup dengan HIV 

(ODHA) di Indonesia. Lebih dari 70 petugas kesehatan dan 

pemangku kepentingan terkait menghadiri konsultasi yang 

diselenggarakan bersama oleh ILO dan United Nations 

Development Programme (UNDP).  

Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Mudji 

Handaya, menegaskan pentingnya tempat kerja sebagai 

lokasi kunci untuk program pencegahan dan perawatan 

HIV dan AIDS. “Di bawah Kementerian Tenaga Kerja, 

kami mengadakan pelatihan terkait program pencegahan 

HIV dan AIDS bagi pengawas ketenagakerjaan serta memadukan 

program pencegahan ini ke dalam komite keselamatan dan 

kesehatan kerja di tingkat perusahaan,” kata dia.

Untuk itu, lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya memperluas 

perlindungan sosial bagi ODHA dan populasi lain yang terkena 

dampaknya seperti pekerja seks, homoseksual, transgender 

dan pemakai jarum suntik narkoba. Forum juga untuk bertukar 

pengalaman dan pelajaran, sebagai upaya mengakhiri stigma dan 

diskriminasi. 

“Kita butuh skema jaminan sosial yang lebih ramah HIV karena 

jumlah ODHA di Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 

680 ribu orang pada tahun 2014. ILO yakin bahwa penyediaan 

layanan kesehatan yang tepat sangat penting untuk mencegah 

penyebaran HIV. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk 

memastikan inklusi ODHA dalam skema layanan kesehatan 

universal sesuai undang-undang yang ada,” kata Peter van Rooij, 

Direktur ILO di Indonesia. 

Seiring dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari 

pemerintah Indonesia dalam menangani HIV, Beate Trankmann, 

Direktur UNDP di Indonesia, pun memberikan komentar, “UNDP 

yakin semua orang di Indonesia termasuk ODHA perlu disediakan 

Menyediakan Akses Perlindungan Sosial
yang Peka terhadap HIV di Indonesia

akses yang adil ke layanan dan perlindungan kesehatan. Oleh 

karena itu, kami mendukung skema perlindungan sosial yang 

inklusif dan berskala luas yang dapat memenuhi kebutuhan 

penduduk yang dimarjinalkan secara sosial pada umumnya dan 

ODHA pada khususnya”.

Selama pertemuan ini, praktik terbaik di tingkat nasional dan 

provinsi diteliti, termasuk beberapa inisiatif dari Jamsostek, 

Jamkesda dan LSM terkait. Pentingnya reformasi dan harmonisasi 

kebijakan, serta kemauan politik, dalam menjamin perlindungan 

sosial yang inklusif di Indonesia, juga menjadi bagian dari 

diskusi yang diadakan para peserta. Di samping itu, pertemuan 

ini juga mengkaji Landasan Perlindungan Sosial (LPS) yang 

mempromosikan hak-hak jaminan sosial mendasar dan cakupan 

universal di Indonesia serta biaya yang dibutuhkan untuk 

memasukkan pengobatan dan perawatan HIV.

Sebuah penelitian bersama yang diadakan tahun 2011 lalu oleh 

ILO dan Pusat Penelitian HIV dan AIDS Universitas Atmajaya 

mengungkapkan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi 

kesehatan publik dan semua perusahaan asuransi kesehatan 

swasta menolak cakupan layanan untuk ODHA. Skema asuransi 

kesehatan masyarakat atau Jamkesmas adalah satu-satunya 

cakupan layanan kesehatan yang secara eksplisit menawarkan 

cakupan pelayanan HIV dan AIDS.  

Indonesia, India, Cina dan Thailand mempunyai jumlah ODHA 

terbesar di kawasan Asia Pasifi k.  Dari tahun 2001-2009, jumlah 

ODHA di Indonesia meningkat lebih dari 30 kali lipat. Jumlah 

provinsi yang melaporkan kasus HIV juga meningkat dari 11 provinsi 

tahun 2004 menjadi keseluruhan 33 provinsi di tahun 2009. 

perlindungan sosial

Pencegahan, pencegahan dan 
pencegahan adalah kata penting 
untuk mengatasi penyebaran HIV. Jika 

kita tidak memberi perhatian serius 
terhadap upaya pencegahan, maka sekitar 
200 juta dollar dibutuhkan untuk program HIV 
tahunan tahun 2020.
HE. Nafsiah Mboi
Menteri Kesehatan

Dari kiri ke kanan: Beate Trankmann, Direktur UNDP di Indonesia, Nafsiah Mboi, 
Menteri Kesehatan Indonesia, Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia, Mudji 
Handaya, Direktur Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi
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perlindungan sosial

Indonesia kini tengah memasuki tahap 
penting dalam upayanya menciptakan perlindungan sosial 
yang universal. Setelah dua undang-undang disahkan, 
yaitu Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, transisi untuk 
menggabungkan penyediaan program-program perlindungan 
sosial dan menciptakan cakupan universal untuk penduduk 
Indonesia sudah dimulai. 

UU No. 24 Tahun 2011 menetapkan bahwa Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 
akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, sedangkan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial untuk tunjangan pensiun, hari 
tua, kematian dan kecelakaan kerja (BPJS Ketenagakerjaan) 
akan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015. 

ILO bekerja sama dengan Program Studi Pasca Sarjana 
Bidang Diplomasi Paramadina mengadakan lokakarya satu 
hari, “Masukan untuk Penerapan BPJS Ketenagakerjaan” 
pada 1 November 2012 di Kampus Pasca Sarjana Universitas 
Paramadina. Lokakarya ini menghadirkan dialog antara satuan 
tugas BPJS Ketenagakerjaan dengan pemangku kepentingan 
tentang pelaksanaan program, terutama selama masa transisi 
yaitu dari 2012 hingga 2015. 

Lokakarya ini dihadiri perwakilan pemerintah dari 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian 
Negara Perencanaan Nasional dan PT Jamsostek (badan 
penyelenggara program perlindungan tenaga kerja saat 
ini), serikat pekerja, pengusaha, kalangan akademisi, 
aktivis, kalangan media, dan praktisi perlindungan sosial. 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, 
memberikan sambutan dan membuka lokakarya ini.  

Menteri Muhaimin menyatakan komitmennya untuk 
mendukung secara penuh kelancaran proses transisi dari 

sistem yang ada sekarang ke sistem baru yang memiliki 
cakupan universal untuk program pensiun, hari tua, kematian, 
dan kecelakaan kerja. Ia juga menyatakan beberapa upaya 
tengah dilakukan kementeriannya, termasuk membentuk 
beberapa kelompok kerja lintas kementerian terkait 
pendanaan dan tunjangan, peraturan, transformasi dan 
program kelembagaan serta penyuluhan dan pendidikan 
masyarakat. 

Michiko Miyamoto, Wakil Direktur ILO di Indonesia, 
menegaskan pentingnya dialog sosial selama proses transisi 
ini. “Untuk memastikan kelancaran transisi ke sistem baru, 
dialog sosial memainkan peran penting dalam menampung 
kepedulian dan aspirasi pemangku kepentingan yang relevan 
dan utama. Ini akan membantu kelancaraan pelaksanaan dan 
pengoperasian BPS Ketenagakerjaan tahun 2014,” katanya. 

Dalam diskusi dan rapat kelompok kerja yang diadakan 
selama lokakarya ini, semua peserta sepakat bahwa 
perlu dilakukan segala upaya untuk memastikan BPJS 
Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, 
seiring dengan pengoperasian BPJS Kesehatan. Ini berarti 
bahwa status hukum badan penyelenggara sebelumnya 
(PT Jamsostek) akan ditransformasikan dari BUMN menjadi 
entitas publik dan semua pekerja harus menjadi anggota BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Di samping itu, peserta juga sepakat bahwa akan ada 
beberapa langkah gradual untuk memasukkan pekerja sektor 
informal, namun pencatatan nama, penghasilan dan kapasitas 
mereka perlu segera dimulai untuk mempercepat partisipasi 
mereka dalam sistem ini. Diskusi ini sangat produktif, karena 
beberapa masukan yang mudah dan praktis diberikan kepada 
pembuat kebijakan. Semua pihak merasa ikut dilibatkan 
untuk mewujudkan beberapa opsi yang dapat mendukung 
perwujudan cakupan nasional dalam sistem perlindungan 
tenaga kerja untuk semua pekerja.  

Menuju Penerapan Perlindungan Sosial
secara Universal di Indonesia

Kementerian 
Tenaga Kerja 
juga telah 

menyelesaikan 
peta jalan (roadmap), yang 
tengah diterjemahkan 
ke dalam beberapa 
rancangan peraturan 
pemerintah.

Muhaimin Iskandar
Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi
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Menjamin Perlindungan Sosial untuk Semua 
Dalam sidangnya yang ke-101 
Juni lalu, Konferensi Perburuhan Internasional 
(ILC) mengadopsi Rekomendasi No. 202 Tahun 
2012 tentang Landasan Perlindungan Sosial 
(LPS), yang menyediakan serangkaian jaminan 
sosial mendasar yang perlu diberikan ke semua 
penduduk. LPS ini memungkinkan semua warga 
memiliki akses ke layanan kesehatan penting, 
semua anak memiliki akses ke pendidikan, gizi 
dan pengasuhan, semua penduduk usia kerja dan 
kalangan lansia menikmati jaminan penghasilan 
dasar khususnya yang terkait dengan penanganan 
penyakit, pengangguran, persalinan, disabilitas 
dan hari tua. 

ILO bekerja sama dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan di tingkat nasional maupun 
provinsi (Bappenas dan Bappeda) telah 
mengadakan dialog nasional tentang penilaian 
perlindungan sosial. Penilaian ini dikembangkan 
berdasarkan konsultasi-konsultasi di tingkat 
pusat maupun daerah, termasuk di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur dan Maluku. 
Berdasarkan hasil konsultasi ini, penilaian 
tersebut menyediakan beberapa rekomendasi 
penting untuk memperluas cakupan jaminan 
sosial di Indonesia. 

“Rekomendasi-rekomendasi ini sesuai dengan 
kerangka kerja desain dan pelaksanaan 
Undang-Undang (UU) tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN) serta kemajuan dan 
peningkatan koordinasi antar program-program 
pengentasan kemiskinan yang ada. Ini akan 
membuat Indonesia sebagai negara anggota ILO 
pertama yang mengambil tindakan nyata setelah 
rekomendasi LPS diadopsi bulan Juni 2012,” kata 
Tauvik Muhamad, Staf ILO seraya menambahkan, 

dialog sosial

laporan LPS akan diluncurkan awal Desember 
2012. 

Perkembangan terbaru di Indonesia,  dengan 
diterapkannya UU No. 1 dan No. 2 tentang Badan 
Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) serta 
perkembangan rencana pelaksanaan UU SJSN, 
memperlihatkan kemauan politik yang kuat untuk 
memperluas cakupan jaminan sosial ke seluruh 
penduduk. Program pengentasan kemiskinan 
yang ada juga telah memperkuat upaya untuk 
menyediakan bantuan yang memadai bagi 
masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui 
bantuan langsung tunai dan sejenisnya. 

Meskipun sudah ada peningkatan ini, namun 
laporan penilaian memperlihatkan bahwa 
masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. 
Masalah kesenjangan dan persoalan umum yang 
diidentifi kasi dalam beberapa program antara 
lain keterbatasan cakupan; keterbatasan akses 
ke layanan sosial terutama di kawasan Indonesia 
Timur; keterbatasan kaitan antara program-program 
perlindungan sosial dengan layanan pekerjaan; 
nyaris tidak ada jaminan sosial untuk pekerja di 
sektor informal; upaya menghindari jaminan sosial 
yang tinggi di sektor formal; keterbatasan data 
dan masalah target; serta persoalan koordinasi dan 
tumpang tindih antar program.

Untuk setiap jaminan LPS (akses ke layanan 
kesehatan dan jaminan penghasilan untuk anak-
anak, usia kerja, penyandang disabilitas, dan 
kalangan tua), diperkirakan bahwa penyediaan LPS 
tambahan, yang diidentifi kasi untuk melengkapi 
LPS di Indonesia dan menjamin keamanan 
penghasilan sepanjang siklus kehidupan, 
membutuhkan biaya antara 0,74 persen sampai 
2,45 persen dari PDB tahun 2020. 

Seluruh staf ILO di Jakarta menyatakan rasa 
belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya mitra dan 
konstituen utama kami: Thamrin Mosii, mantan Presiden KSPI 
dan Djimanto, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 
yang juga menjadi anggota Badan Pemimpin ILO pada 
Agustus dan September 2012. Baik Djimanto maupun Thamrin 
merupakan para pelaku hubungan industrial di Indonesia dan 
memberikan kontribusi besar pada pembangunan dialog-
dialog yang kuat antara serikat pekerja dan pengusaha. 

Djimanto dikenal dengan peran aktifnya dalam 
memastikan iklim usaha yang baik dan kondusif untuk 
menjamin pertumbuhan investasi dan usaha serta dalam 
mempromosikan kerjasama di tempat kerja antara pekerja 
dan manajemen. Sementara Thamrin sangat berkomitmen 
dalam membangun gerakan serikat pekerja yang kokoh dan 
membela serta melindungi hak-hak pekerja. Kepergian mereka 

Dalam Kenangan
merupakan 
kehilangan besar 
tidak hanya bagi 
pihak keluarga, 
Apindo, KSPI, 
pemerintah, 
pekerja/serikat 
dan ILO, tapi 
juga bagi 
kita semua 
yang mengenal dan menghargai kebaikan dan kehangatan 
tali persahabatan mereka. Selamat jalan Pak Djim dan Pak 
Thamrin…. 



Koperasi menyediakan sekitar 100 juta lapangan kerja di 
seluruh dunia. Koperasi pun memainkan peran penting dalam 
pembangunan ekonomi, terutama dalam pembangunan 
pertanian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Diperkirakan 
sekitar 50 persen hasil pertanian global dipasarkan melalui 
koperasi. 

Di Indonesia, terdapat sekitar 192.443 koperasi sampai 
dengan Mei 2012 dengan jumlah keseluruhan anggota 
mencapai 33,68 juta atau 14,14 persen dari keseluruhan 
penduduk. Kebanyakan dari koperasi ini (sekitar 70 persen) 
berada di daerah perdesaan. Karenanya, gerakan koperasi 
di Indonesia dinilai sebagai salah satu organisasi masyarakat 
dan usaha sosial terbesar yang memiliki potensi besar dalam 
pembangunan perdesaan dan penciptaan lapangan kerja. 

program ini pun bertujuan meningkatkan kapasitas untuk 
membantu mereka hidup di atas tingkat kemiskinan saat 
terjadinya krisis (krisis kesehatan, kehilangan pekerjaan dan 
sebagainya). 

Allianz Life bekerja sama dengan Yayasan Allianz Peduli, 
ILO dan Kementerian Koperasi dan UKM sepakat untuk 
meningkatkan layanan perlindungan terhadap risiko 
dan pemahaman keuangan terhadap kelompok yang 
berpendapatan rendah dengan meningkatkan kemampuan 
koperasi sebagai mitra asuransi dalam memberikan layanan 
asuransi dan melalui pemberian pelatihan mengenai 
pendidikan keuangan. Melalui kerja sama dengan 
koperasi, Allianz akan mengeksplorasi potensi pasar 
terhadap produk-produk asuransi mikro dan mendapatkan 
pengetahuan mengenai kebutuhan asuransi dari para 
anggota koperasi. 

“ILO memandang penting peran koperasi dalam 
meningkatkan kondisi kehidupan dan kerja perempuan dan 
laki-laki secara global serta dalam membangun infrastruktur 
dan layanan jasa. Indonesia merupakan contoh yang baik 
dari sebuah negara di mana terjadi revitalisasi koperasi, 
penyebaran pertumbuhan ekonomi sekaligus mempromosikan 
inklusi sosial, pengurangan kemiskinan dan pembangunan 
yang berkelanjutan,” kata Simel Esim, Kepala Cabang 
Koperasi ILO di Jenewa selama sesi diskusi. 

Tahun Koperasi Internasional dideklarasikan oleh PBB untuk 
menarik perhatian dan mendorong aksi terhadap berbagai 
masalah utama. Tahun ini diharapkan dapat meningkatkan 
pemahaman masyarakat mengenai kontribusi besar koperasi 
dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja 
dan integrasi sosial. Tahun ini pun akan menyoroti kekuatan 
usaha koperasi sebagai model usaha yang menjadi alternatif 
dalam menjalankan usaha dan meningkatkan pembangunan 
sosio-ekonomi. 

Tahun 2012 merupakan tahun 
yang penting bagi koperasi. Saya 
menyambut baik penyelenggaraan 

seminar ini yang sejalan dengan tujuan 
dan program pemerintah untuk merevitalisasi 
dan meningkatkan gerakan koperasi sebagai 
bagian dari usaha kecil yang menjadi kunci 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, 
yang pada gilirannya akan mengurangi 
kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja 
yang lebih luas. Syarief Hasan

Menteri Negara Koperasi 
dan UKM. 

Tahun Koperasi Internasional 2012:

Mengurangi kemiskinan dan menciptakan 
lapangan kerja melalui koperasi 

Menteri Syarief Hasan memukul gong untuk membuka acara Tahun Koperasi 
Internasional 2012, dengan disaksikan Handojo Kusma, Wakil Presiden Direktur 
Allianz Life Indonesia, I Wayan Ditta, Wakil Menteri Bidang Pengkajian, 
Kementerian UKM dan Koperasi, dan Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia.

Menyikapi meningkatnya peran koperasi dalam pengurangan 
kemiskinan dan pembangunan ekonomi serta sosial, ILO 
bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah (UKM) dan Allianz, sebuah perusahaan asuransi 
swasta, menyelenggarakan seminar satu hari bertajuk 
“Mengurangi Kemiskinan dan Menciptakan Lapangan Kerja 
melalui Koperasi” pada 12 Juni 2012 di Jakarta. Seminar ini 
diselenggarakan sejalan dengan peringatan Tahun Koperasi 
Internasional. 

Dalam seminar ini, Kementerian Koperasi dan UKM, ILO dan 
Allianz meluncurkan program bersama mengenai asuransi 
mikro dan pendidikan keuangan melalui koperasi. Program 
bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
keuangan bagi para anggota koperasi. Selanjutnya, 
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Berdasarkan laporan Bank Dunia 2010 yang 
berjudul “Meningkatkan Akses ke Layanan Keuangan di 
Indonesia”, sepertiga penduduk Indonesia didapati tidak 
menabung sama sekali, dan dapat dianggap “tidak terlibatkan 
secara fi nansial” dalam kegiatan menabung. Di samping itu, 
hanya 17 persen penduduk Indonesia yang meminjam ke 
bank, sementara sepertiga lainnya 
meminjam dana dari sektor informal. 
Dengan demikian dapat disimpulkan, 
sekitar 40 persen penduduk “tidak 
berhubungan secara fi nansial” 
dengan fasilitas kredit.

Terkait dengan kurangnya kesadaran 
masyarakat tentang fi nansial 
di Indonesia, ILO secara aktif 
mempromosikan inklusi fi nansial 
bagi kelompok rentan dengan 
menyediakan pelatihan tentang 
pengelolaan keuangan. Melalui pelatihan ini diharapkan 
masyarakat dapat merencanakan masa depan, mengelola 
penghasilan secara lebih baik, menghindari hutang yang 
berlebihan, serta mengelola masalah-masalah hidup 
secara lebih baik (misalnya kesehatan, bencana alam, dan 
sebagainya) yang dapat menimbulkan masalah keuangan 
sehingga terjerumus ke bawah garis kemiskinan. 

Sebagai langkah konkretnya, ILO telah bekerja sama dengan 
Allianz Indonesia sejak pelatihan pertama diadakan pada 
Oktober tahun lalu untuk para pelatih (ToT) terkait pendidikan 
keuangan untuk keluarga. Allianz Indonesia merupakan salah 
satu peserta pelatihan ToT yang menggunakan buku manual 
pelatihan ILO dengan judul serupa: “Pendidikan Keuangan 
bagi Keluarga: Manual Pelatihan”. Buku manual ini dirancang 
untuk menyediakan keterampilan mendasar kepada keluarga 
yang terkait dengan masalah keuangan, pengeluaran, 
penyusunan anggaran, tabungan dan pinjaman.

Melanjutkan pelatihan ToT pertama dan sebagai komitmen 
untuk memperkuat kapasitas keluarga dalam mengurangi 
risiko keuangan, Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz 
Peduli meluncurkan Program Pengelolaan Keuangan 

untuk Kalangan Dewasa dari Golongan Ekonomi Kecil dan 
Menengah. Allianz mengadakan proyek percontohan pada 
Juni 2012 di bidang-bidang yang dianggap menghadapi 
situasi yang lebih sulit untuk pulih dari masalah keuangan, 
terutama di kawasan Papua dan Kalimantan Barat. 

“Berdasarkan survei untuk menilai program ini, kami 
menemukan bahwa pelatihan ini 
telah berhasil mengubah perilaku 
keluarga di dua daerah sasaran 
dalam hal pengelolaan keuangan, 
bermanfaat untuk lembaga keuangan 
mikro serta topik-topik lain yang 
tercantum dalam modul pendidikan 
keuangan ILO. Di masa mendatang, 
Allianz akan memperluas program 
ini ke keluarga-keluarga lain yang 
berhubungan dengan jaringan Allianz 
di seluruh Indonesia,” jelas Indra 

Yuliawan, Manajer CSR, Allianz Indonesia.

Pada September 2012 lalu, melalui pelatihan ToT, Allianz 
melatih 20 orang tenaga pelatih dari kalangan mitra Allianz 
(10 pelatih di Papua dan 10 pelatih di Kalimantan Barat) 
serta 16 pelatih dari kalangan karyawan Allianz di Jakarta. 
Sementara itu, melalui Pelatihan Klien (ToC), Allianz melatih 
196 orang peserta: 129 peserta di Pontianak, Kalimantan 
Barat (95 persen dari mereka adalah perempuan) dan 67 
peserta di Papua (Kota Sentani dan Abepura). 

Walaupun menghadapi tantangan dalam mengadakan 
kelas-kelas pelatihan ini, terutama di Papua, namun peserta 
memberikan masukan positif. Di samping itu, peserta 
mengharapkan Allianz menyediakan kelas-kelas tambahan 
tentang berbagai topik lain. “Melalui kerja sama ini, ILO 
mengharapkan lebih banyak keluarga yang memiliki 
pengetahuan dan diberdayakan serta mampu menetapkan 
sendiri target keuangan mereka dan mencapai target 
tersebut. Ini akan membantu mereka meningkatkan taraf 
hidup, menyekolahkan anak-anak serta menikmati hidup yang 
lebih berarti,” kata Tendy Gunawan, Koordinator Program 
ILO untuk Pengembangan Perusahaan, Pekerjaan Remaja dan 
Keuangan Sosial. 

Mempromosikan Inklusi Finansial    
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Kendati upaya mempromosikan hak-hak 
penyandang disabilitas sudah mencapai kemajuan, namun 
mereka masih menghadapi diskriminasi dan hambatan dalam 
berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, 
politik dan budaya. Dari sekitar satu miliar penyandang 
disabilitas, setidaknya ada 750 juta yang berusia kerja. 
Mereka kurang memiliki akses ke pelatihan keterampilan, 
dan kemungkinan besar akan menganggur atau memperoleh 
upah yang lebih kecil dari pekerja non-disabilitas, terutama 
penyandang disabilitas perempuan. Di samping itu, banyak di 
antara mereka yang bekerja di sektor perekonomian informal 
dan tidak memperoleh perlindungan.

Sebagai bagian dari upaya untuk 
dapat lebih mempromosikan hak 
dan kesempatan bagi penyandang 
disabilitas untuk bekerja, ILO bekerja 
sama dengan Bank Dunia mengadakan 
sebuah lokakarya selama dua hari 
dengan tema “Memetakan Kegiatan 
Organisasi Penyandang Disabilitas” 
pada 26-27 September di Jakarta. 
Lokakarya ini bertujuan untuk 
mengadakan diskusi serta berbagi 
pengetahuan dan informasi tentang 
tugas lembaga dan organisasi dalam 
mempromosikan hak-hak penyandang 
disabilitas, terutama di bidang 
pendidikan, pekerjaan, keadilan sosial, 
peningkatan kapasitas organisasi, 
gender dan penelitian.

Lokakarya ini ditandai dengan 
peluncuran proyek baru 
penyandang disabilitas ILO 
bernama “Mendorong Hak dan 
Peluang bagi Para Penyandang 
Disabilitas dalam Pekerjaan melalui 
Peraturan Perundang-undangan” 

22

(PROPEL-Indonesia). Proyek dua tahun ini bertujuan untuk 
menawarkan kesempatan kerja yang lebih baik bagi laki-
laki dan perempuan penyandang disabilitas, dengan 
menyusun UU dan kebijakan yang kondusif, mempromosikan 
pengembangan keterampilan serta upaya untuk menghapus 
diskriminasi.

Di samping itu, disajikan pula beberapa hasil temuan 
penting yang diperoleh dari penilaian tentang pelatihan 
kerja dan layanan kerja untuk penyandang disabilitas di 
Indonesia. Penilaian yang diadakan di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur dan Yogyakarta ini menegaskan kurangnya peluang 
bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Oleh karena 

itu, penilaian ini merekomendasikan 
pendekatan proaktif dari masyarakat 
penyandang disabilitas, pemanfaatan 
balai-balai latihan swasta serta penerapan 
bentuk-bentuk lain dari pelatihan 
kewirausahaan. 

Lokakarya ini diakhiri dengan beberapa 
diskusi tentang sesi pemetaan yang 
mencakup berbagai persoalan yang 
terkait dengan penyandang disabilitas, 
misalnya kewirausahaan, pendidikan, 
keadilan sosial, penelitian, gender dan 
peningkatan kapasitas organisasi. Sebagian 
besar organisasi penyandang disabilitas, 
pegawai pemerintah, LSM internasional dan 
nasional menegaskan pentingnya peran 
para pemangku kepentingan terkait lainnya 
dalam mendukung hak-hak penyandang 
disabilitas memperoleh pekerjaan layak. 

Sebagai bagian dari upaya untuk 
memberikan pemahaman yang lebih baik 
tentang standar-standar internasional 
terkait organisasi penyandang disabilitas 
yang bekerja di tingkat pusat maupun 
daerah, ILO akan menerjemahkan dua 
publikasi tentang penyandang disabilitas: 

The Right to Decent Work of Persons with Disabilities dan 
Achieving Equal Employment Opportunities for People with 
Disabilities Through Legislation. Di samping itu, ILO juga 
akan terfokus pada penyusunan panduan tentang pekerjaan 
bagi penyandang disabilitas yang dirancang bagi manajer 
dan bagian sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan 
Indonesia.

“Bersama, kita bisa!” sebagaimana yang ditegaskan Peter van 
Rooij, Direktur ILO di Indonesia, melalui kata sambutannya, 
menegaskan kembali bahwa semua pemangku kepentingan 
terkait perlu menjalin kerja sama dalam menyediakan akses 
yang lebih baik bagi penyandang disabilitas agar mereka 
dapat bekerja. 

Mempromosikan Hak untuk Bekerja
bagi Penyandang Disabilitas

Semua informasi yang diperoleh dari 
peserta akan digunakan sebagai basis 
untuk mengambil langkah selanjutnya. 

Sebagai tindak lanjut, Proyek PROPEL-
Indonesia ILO akan difokuskan pada upaya 
untuk meningkatkan kapasitas konstituen 
dan organisasi penyandang disabilitas. Kami 
juga akan fokuskan untuk berbagi informasi 
mengenai peraturan perundangan terkait 
penyandang disabilitas.

Sara Park
ILO’s Programme Offi cer

hak dalam bekerja
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Saya Tidak Malu (Lagi) dengan Disabilitas Saya Angela Friska:

Pada usia 8 tahun, Friska, demikian nama panggilannya, 
mengalami gangguan pernapasan (asma) yang kerap 
membuatnya harus mengunjungi dokter dan mengonsumsi 
obat-obatan.  Konsumsi obat untuk jangka waktu yang lama 
ini justru membuat Friska mengalami kemunduran dalam 
pendengarannya. Hal ini diketahui selain karena orangtuanya 
kerap harus mengulang percakapan dengan gadis kecilnya, 
juga kebiasaan Friska menyanyikan lagu gereja dengan nada 
yang meleset jauh. Akhirnya pada usia 10 tahun, Friska divonis 
mengalami kerusakan pendengaran secara permanen.  

Ketika Friska duduk di bangku SMP, ia sering dihina dan 
diejek teman sekolahnya. Bahkan ada salah seorang teman 
perempuannya yang tidak sengaja bersentuhan tangan 
dengan Friska, sampai berbalik sambil memaki-maki dan 
berteriak mengatakan bahwa ia tidak mau tertular penyakit 
cacat Friska. Sewaktu di SMA, penderitaan Friska semakin 
bertambah.  Berangkat ke sekolah bagaikan siksaan rutin yang 
harus menjadi makanan sehari-hari. 

“Mereka datang untuk meminta maaf dan membujuk saya 
kembali masuk sekolah.  Tapi saya yang sudah terlanjur sangat  
sakit hati, langsung masuk kembali ke kamar meninggalkan 
mereka di ruang tamu.  Dan sejak hari itu, saya tidak pernah 
kembali lagi ke sekolah tersebut. Kalau kini ada yang bisa saya 
sesali, itu adalah sikap saya yang menutup-nutupi disabilitas 
saya,” kata Friska. 

Karena perasaan malu terhadap dirinya yang besar, 
Friska membiarkan masa penulisan skripsi sarjana teknik 
informatikanya tertunda selama enam tahun.  Ia tidak punya 
rasa percaya diri yang cukup untuk menghadapi ujian 
tesisnya. “Waktu itu saya berpikir bahwa saya tidak akan 
mampu mendengar dengan jelas pertanyaan dosen penguji.  
Dan saking paniknya saya khawatir akan menangis di ruang 
persidangan.  Lalu kalaupun lulus, apa yang selanjutnya akan 
saya lakukan? Perusahaan mana yang bersedia menerima 
karyawan seperti saya?” kenangnya.

Namun, ia merasa seperti telah menemukan kembali jiwanya 
ketika aktif terlibat dalam kegiatan sosial dan menjadi relawan 
bencana alam. “Pengalaman itu mengubah saya. Walaupun 
dengan keterbatasan, saya mampu melakukan sesuatu 
yang berarti bagi sesama,” ujar dia. Kini Friska telah bekerja 
di salah satu grup perusahaan media besar  di Indonesia 
(Femina) sebagai salah satu tenaga TI yang andal. 

Rekan kerjanya di kantor mengetahui dan menerima 
keterbatasan Friska. Komunikasi yang biasanya menggunakan 
telepon, sekarang diubah menggunakan e-mail. Perlakuan 
dan penerimaan terhadap disabilitas yang ia miliki serta 
bantuan dari rekan kerjanya dalam membantu membangun 
kembali rasa percaya diri, membuat Friska mampu menerima 
diri sendiri serta melepaskan trauma ketakutannya di masa 
lalu.  “Tidak ada yang mendiskriminasikan saya dan saya 
sudah tidak merasa malu lagi,” tegas Friska. 

Sebagai seorang konsultan lepas untuk program disabilitas 
ILO-Better Work, ia ingin membantu meningkatkan kesadaran 
para pengusaha, terutama pengusaha garmen untuk bisa 
berperan serta dalam memberikan kesempatan bekerja bagi 
penyandang cacat. “Para penyandang disabilitas harus bisa 
menyesuaikan dengan non disabilitas, dan saya yakin mereka 
mampu,”  kata Friska sambil tersenyum. 

Tidak ada yang 
mendiskriminasikan saya 

dan saya sudah tidak merasa 
malu lagi

hak dalam bekerja

Angela Friska adalah seorang penyandang 
disabilitas yang kini bekerja sebagai salah satu 
konsultan yang khusus menangani program 
untuk penyandang disabilitas di ILO-Better 
Work Indonesia.  Tumbuh dengan keterbatasan 
pendengaran, tidak lantas menyebabkan Friska 
menarik diri dari masyarakat.  Sebaliknya, dengan 
keterbatasan yang dimiliki, Friska terus berupaya 
agar para penyandang disabilitas mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam dunia kerja.



Mendidik Pekerja
melalui SMS dan Media Sosial

Social media tSarana media sosial 
dan komunikasi telepon selular (ponsel) kini 
menjadi salah satu cara paling efektif untuk 
meningkatkan kesadaran dan memberi informasi 
kepada masyarakat, termasuk pekerja industri 
garmen. Didukung H&M, Better Work Indonesia 
telah mengadakan program percontohan 
menggunakan ponsel di dua pabrik yang terletak 
di Jabodetabek. 

Dari Januari hingga April 2012, Better Work 
Indonesia melalui inisiatif mobile informasi 
pendidikan dan komunikasi, telah berkomunikasi 
dengan 700 orang pekerja pabrik tentang 
berbagai persoalan yang terkait dengan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hak dan 
kewajiban pekerja serta praktik terbaik di tempat 
kerja.

Untuk mengukur efektivitas program SMS ini, Better Work 
Indonesia mengadakan end-line survey menggunakan 
kuesioner dan wawancara dengan pekerja yang dipilih secara 
acak dari masing-masing pabrik yang berpartisipasi. Hasil 
survei ini menunjukkan bahwa inisiatif mobile yang diprakarsai 
Better Work Indonesia ini sangat bermanfaat bagi pekerja 
dalam memperkuat kesadaran dan pemahaman mereka 
tentang masalah K3 yang mendasar.

Survei ini juga mengungkapkan apresiasi tinggi pekerja 
terhadap program inisiatif ini dan mereka berharap program 
ini dapat dilanjutkan setelah program percontohan ini 
berakhir. Di samping itu, mereka merasa bahwa informasi 

Sebagai salah satu pemangku kepentingan 
ILO yang utama, serikat pekerja dapat memberi kontribusi 
positif untuk dialog tentang hubungan industri agar dapat 
meningkatkan kondisi kerja. Meskipun demikian, banyak 
anggota serikat pekerja yang butuh peningkatan keterampilan 
dan pengetahuan agar dapat memenuhi mandat mereka 
secara efektif. Oleh karena itu, Better Work Indonesia kini 
menyediakan kesempatan bagi anggota serikat pekerja untuk 
mengembangkan kapasitas mereka dalam hal keterampilan 
dan pengetahuan berkomunikasi. 

Dewasa ini, komunikasi melalui teknologi lebih efektif dari 
metodologi tradisional. Ia membantu alih pengetahuan 
kepada kelompok sasaran yang lebih luas di kalangan serikat 
pekerja, dengan cara yang efektif biaya dan efi sien waktu.  

Serikat Pekerja dan Teknologi Komunikasi
Better Work Indonesia kini tengah memfasilitasi pelatihan 
untuk anggota serikat pekerja agar dapat mengembangkan 
halaman Facebook supaya dapat berkomunikasi secara efi sien 
dengan anggota-anggota mereka di tingkat perusahaan. 
Mereka juga diajari cara menggunakan Twitter sebagai media 
alternatif, di mana mereka dapat menyampaikan pesan 
singkat dan sederhana kepada para anggota.  

Better Work Indonesia kini tengah bekerjasama dengan 
empat konfederasi di tingkat nasional yaitu Konfederasi 
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K-SBSI), Konfederasi 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI Kalibata), 
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (K-SPI) dan Konfederasi 
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI PasarMinggu). 

Hingga kini, Better Work Indonesia sudah memiliki lebih 
dari 5.000 orang peserta yang terdaftar dalam program SMS 
Better Work Indonesia. Jumlah peserta ini diharapkan terus 
berkembang di waktu mendatang. 
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yang diberikan melalui pesan-pesan ini membuat mereka 
merasa dihargai oleh perusahaan. Di samping melanjutkan 
program SMS ini, survei juga merekomendasikan pemakaian 
cara lain yang inovatif dalam menggunakan berbagai sarana 
media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube.

ketenagakerjaan



Penetapan upah minimum masih menjadi 
masalah ketenagakerjaan nasional di Indonesia. Masing-
masing provinsi mengalami dilema dalam menangani dan 
merekonsiliasi apa yang sering dianggap sebagai kebutuhan 
pokok pekerja dan kebutuhan perusahaan agar pertumbuhan 
ekonomi tetap produktif dan kompetitif. Penetapan upah 
minimum masih terus dibahas oleh pekerja/serikat pekerja, 
pengusaha maupun pemerintah.

Di setiap tingkatan, dewan pengupahan menegosiasikan 
besar upah minimum dan bertugas memberi rekomendasi 
kepada gubernur atau kepala daerah. Proses ini sering 
menimbulkan perselisihan, karena pekerja dan pengusaha 
tidak sepakat dengan sumber data dan kriteria yang 
digunakan, serta tujuan penetapan upah minimum.  Meskipun 
demikian, ada beberapa kasus di mana pengusaha dan 
pekerja sudah menyepakati upah minimum.

Hambatan lain adalah tidak adanya pilihan lain untuk 
menetapkan upah. Upah minimum di Indonesia sudah 
ditetapkan setara dengan upah rata-rata. Ini menunjukkan 
besarnya ketergantungan pada upah minimum untuk 
menentukan besar upah bagi sebagian besar pekerja di 
sektor swasta.  Ini berarti bahwa besar upah minimum sangat 
penting bagi perekonomian dan pekerja, dan oleh karena 
itu pekerja dan pengusaha memberi penekanan besar pada 
pentingnya upaya untuk menetapkan upah minimum.

Gerakan buruh baru-baru ini menekannya pentingnya 
membayar upah layak bagi pekerja. Beberapa konfederasi 
di Indonesia mengadakan aksi yang disebut HOSTUM 
(Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah) sebagai gerakan 
buruh nasional.  Di sisi lain, pemerintah baru-baru ini juga 

telah mengeluarkan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2012 
terkait komponen pelaksanaan kebutuhan hidup layak secara 
gradual dari 46 menjadi 60 komponen sebagai dasar untuk 
menghitung upah minimum.

Untuk membantu konstituen tripartit agar lebih memahami 
peran upah minimum dan untuk memfasilitasi kesepakatan 
antara pekerja dan pengusaha, ILO telah mengadakan 
beberapa kegiatan terkait persoalan ini. Bekerja sama dengan 
Puast Pelatihan Internasional (ITC) Turin dan Dutch Employers 
Cooperation Program (DECP), sebuah lokakarya tentang 
penetapan upah minimum diadakan pada tanggal 29- 31 
Agustus untuk perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) yang bertanggung jawab untuk menentukan upah 
minimum. 

Lokakarya ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas 
teknis agar dapat memahami dan menilai kebijakan dan 
diskusi tentang upah minimum di tingkat provinsi maupun 
kabupaten. Lokakarya ini dihadiri sekitar 23 peserta dari 
beberapa provinsi pilihan. Di samping itu, pada tanggal 18-19 
September 2012, bekerja sama dengan Proyek LO/Jepang 
mengenai Hubungan Industrial, ILO mengadakan lokakarya 
bipartit untuk meningkatkan penetapan upah minimum di 
Jawa Tengah. 

Difasilitasi oleh para spesialis ILO, lokakarya ini bertujuan 
untuk memperbaiki sistem penetapan upah minimum di 
tingkat provinsi dengan meminta pekerja dan pengusaha 
menyepakati pemakaian data statistik resmi BPS–dan bukan 
melakukan survei mereka sendiri.  Lokakarya ini diakhiri 
dengan tercapainya “komitmen bersama” tentang persoalan 
tersebut melalui diskusi hangat yang menegaskan kembali 
pentingnya dialog di kalangan mitra sosial..  

Mencari Cara  Menetapkan Upah Minimum

Untuk merespons keberhasilan 
besar program SMS ini, Simon Field, 
Programme Manager untuk Better Work 
Indonesia, akan meminta rantai suplai 
global berpartisipasi dalam program 
informasi dan komunikasi Better 
Work ini. “Karena ponsel memainkan 
peran penting dalam kehidupan 
sehari-hari pekerja garmen, Better 
Work menganggap ponsel sebagai 
cara alternatif di mana pekerja dapat 
mengakses informasi untuk mengatasi 
masalah yang mereka hadapi,” katanya.

Sebagai respons atas rekomendasi 
survei ini, Better Work Indonesia telah 
membuat akun Facebook yang diberi nama Better Work 
Indonesia. Akun ini bertujuan untuk mengembangkan sarana 
konstruktif dalam menyampaikan informasi terbaru tentang 
berbagai persoalan seperti K3, manajemen keuangan untuk 
pekerja, tips tentang kesehatan dan nutrisi untuk pekerja 

dan banyak lagi lainnya. Serangkaian kontes 
melalui Facebook juga telah diadakan untuk 
mempromosikan kesadaran masyarakat tentang 
masalah K3 di tempat kerja, seperti lomba foto 
dan kuis on-line. 

Desi Sapari dari PT Citra Abadi Sejati, Cileungsi, 
terpilih sebagai pemenang lomba foto Better 
Work Indonesia. “Saya senang sekali karena 
foto saya terpilih sebagai foto terbaik dan 
saya dapat memenangkan lomba ini. Mulai 
dari sekarang, saya akan selalu mengunjungi 
halaman Facebook Better Work Indonesia agar 
bisa memperoleh informasi dan pengetahuan 
lebih lanjut sehingga dapat terus melangkah 
maju,” katanya.

Hingga saat ini laman Facebook Better Work Indonesia sudah 
dikunjungi lebih dari 20.000 pengunjung. “Kami berharap 
sarana online ini dapat terus mendukung pengembangan 
pendidikan pekerja di industri garmen di Indonesia,” kata 
Simon menambahkan.. 
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Ada sedikitnya 5.000 kelompok pribumi dan 
masyarakat adat dengan jumlah populasi lebih dari 370 juta di 
dunia, yang tinggal di 70 negara, termasuk Indonesia. Dengan 
1.072 kelompok etnis yang berbeda, termasuk 11 kelompok 
etnis dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, 
Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang paling 
beragam secara kultur di dunia.

Untuk membahas tentang pengakuan dan perlindungan bagi 
penduduk pribumi dan masyarakat adat, ILO, UNDP Asia-
Pacifi c Regional Centre (UNDP APRC), dan United Nations 
Indigenous Peoples Partnership (UNIPP) bersama-sama 

mengadakan sebuah Lokakarya 
Regional selama dua hari 
dengan topik “Mayarakat 
Adat” pada 19-20 November 
di Jakarta. Lokakarya bersama 
ini diadakan sebagai bagian 
dari program regional United 
Nations Indigenous Peoples’ 
Partnership, yang terdiri dari 

lima badan PBB yaitu UNDP, 
OHCHR, ILO, UNICEF, dan UNFPA.  

Lokakarya yang melibatkan masyarakat adat 
ini menjadi forum netral di mana pemangku 
kepentingan terkait dapat melakukan 
dialog dan berbagi pengetahuan tentang 
inisiatif dan tantangan yang ada. Selain itu 
juga didiskusikan prioritas reformasi dalam 
melindungi hak-hak masyarakat adat untuk 
memperoleh akses yang adil, perlindungan 
sosial dan matapencarian, serta menyesuaikan 
kegiatan di tingkat nasional dan regional 
dengan beberapa proses dan agenda 

MenegaskanKonferensi Regional Green Jobs di Asia:

Upaya yang Lebih Intensif untuk Upaya yang Lebih Intensif untuk 
Ciptakan Prakarsa Green JobsCiptakan Prakarsa Green Jobs

Mengakui dan Melindungi Hak 

“Masyarakat Adat”

Perwakilan pemerintah, pengusaha 
dan pekerja dari sepuluh negara di kawasan Asia-Pasifi k 
menyerukan upaya yang lebih intensif melalui dialog 
sosial untuk mempromosikan penciptaan “pekerjaan hijau 
atau ramah lingkungan” (green jobs) – dan menghijaukan 
pekerjaan-pekerjaan yang ada – sebagai langkah-langkah 
penting dalam mencapai pembangunan ekonomi yang 
berkarbon rendah, mampu menghadapi perubahan iklim dan 
ramah lingkungan. 

Konferensi Regional Green Jobs di Asia, 29–31 Agustus 
di Surabaya, di mana Pemerintah Indonesia menjadi tuan 
rumah dan diselenggarakan ILO melalui dukungan Perjanjian 
Kemitraan Pemerintah Australia – ILO (2010 – 2015), sebagai 
tindak lanjut dari Pertemuan Regional ILO se-Asia Pasifi k 

ke-15 yang memprioritaskan transisi dari green jobs dan 
rekomendasi-rekomendasi kebijakan kunci lainnya pada 
langkah promosi selanjutnya di kawasan ini. Masalah green 
jobs pun akan menjadi pembahasan pada Konferensi 
Perburuhan Internasional di Jenewa pada Juni 2013.

ILO mendefi nisikan green jobs sebagai pekerjaan yang layak 
dan produktif yang dapat membantu mengurangi dampak 
negatif terhadap lingkungan, yang pada gilirannya mengarah 
pada usaha dan perekonomian yang berkelanjutan secara 
lingkungan, ekonomi dan sosial. 

Belajar dari berbagai pengalaman di Konferensi Surabaya 
mengenai pengembangan model lapangan kerja yang 
ramah lingkungan, penghijauan usaha-usaha yang ada 
serta kesempatan bagi tenaga kerja muda, para peserta 
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internasional, termasuk kerangka kerja REDD+, pasca-Tujuan 
Pembangunan Milenium dan Konferensi Dunia tentang 
masyarakat adat.

Lokakarya ini juga mengkaji kebijakan dan kerangka undang-
undang tentang masyrakat adat, termasuk RUU tentang 
masyarakat adat yang tengah dikaji Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR); berbagi informasi tentang standar dan panduan 
internasional yang ada terkait perlindungan bagi hak-hak 
masyarakat adat; serta memfasilitasi diskusi kritis tentang 
masalah undang-undang dan kebijakan mengenai lahan dan 
sumberdaya alam. 

Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislatif (Baleg), mengatakan 
komisinya telah meneliti 15 undang-undang atau peraturan 
yang terkait dengan masyarakat adat, termasuk Pasal 18 UUD 
1945 dan UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. RUU yang sudah dikaji ini terdiri dari 9 bab dan 
36 pasal. 

Strategi pembangunan Indonesia 
menekankan pada empat 
pilar – pro-pertumbuhan, pro-

pekerjaan, pro-rakyat miskin dan 
pro-lingkungan... Tujuan-tujuan dari Proyek 
Green Jobs ILO di Asia ini selaras dengan 
strategi-strategi pembangunan tersebut.

Abdul Wahab Bangkona
Direktur Jenderal Pelatihan dan Produktivitas, 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

“(RUU) ini mencakup berbagai persoalan yang terkait dengan 
masyarakat adat, seperti defi nisi masyarakat adat, hak, 
kewajiban dan pemberdayaan mereka, mekanisme pendanaan 
dan banyak lagi,” katanya. Ignatius menambahkan, komisinya 
akan berusaha mengambil keputusan sebelum sidang 
legislatif DPR berakhir pada Desember, agar RUU ini dapat 
disampaikan kepada Presiden.  

Mengomentari pentingnya RUU ini, Abdon Nababan, 
Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara 
(AMAN), mengatakan bahwa RUU yang masih dibahas 
tersebut akan memberi pondasi hukum bagi masyarakat 
adat untuk membela hak-hak mereka. “Hingga saat ini, jika 
ada konfl ik antara masyarakat adat dengan perusahaan atau 
badan hukum lain, mereka tidak punya dasar hukum untuk 
mengajukan pelaku ke pengadilan,” kata Abdon sebagaimana 
dikutip Jakarta Post.

Sementara itu, Peter van Rooij, Direktur ILO di Indonesia 
mengatakan bahwa ILO sudah lama memiliki komitmen untuk 
masyarakat adat. “Promosi standar-standar ketenagakerjaan 
internasional adalah inti dari upaya ILO untuk meningkatkan 
kondisi hidup dan kondisi kerja penduduk pribumi dan 
masyarakat adat. Pengalaman menunjukkan pekerjaan 
tradisional dan warisan yang kaya dari masyarakat adat dapat 
dijadikan bagian dari strategi pembangunan yang inovatif dan 
berwawasan ke depan berdasarkan inklusi dan partisipasi,” 
katanya.

ILO telah bekerja sama dengan masyarakat adat sejak 
tahun 1920-an. Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang 
Masyarakat Adat mempromosikan hak-hak masyarakat 
adat atas lahan, wilayah dan sumber daya alam, pekerjaan, 
pelatihan, jaminan sosial, pendidikan dan kerja sama lintas 
batas di kalangan masyarakat adat.  

Persoalan masyarakat adat dekat 
di hati saya. Persoalan ini telah 
menjadi salah satu dari 14 prioritas 

nasional pemerintah Indonesia dan 
prioritas program Pengurangan Emisi dari 
Penggundulan Hutan (REDD+). Oleh karena 
itu, dukungan dan kepedulian saya terhadap 
masyarakat adat masih tetap kuat.

Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan 
Pengendalian Pembangunan (UKP4);  Ketua Satuan 
Tugas REDD+

menyerukan perlunya replikasi, perluasan dan adaptasi 
program-program ini ke negara-negara lain di kawasan ini. 

Perwakilan dari pemerintah, organisasi pengusaha dan 
pekerja memperkenalkan prioritas-prioritas mereka untuk 
aksi dan langkah ke depan. Mereka menegaskan adanya 
kebutuhan untuk menjalin kerjsama dalam jangka pendek 
untuk permasalahan seperti pengarusutamaan green jobs di 
tingkat kebijakan serta di tempat kerja melalui peningkatan 
keterampilan, pembangunan ekonomi local, keuangan sosial 
dan perlindungan sosial. 

ILO meluncurkan Proyek Green Jobsdi Asia pada 2010. 
Tujuan utama proyek ini adalah membangun kapasitas para 
konstituen ILO dan mitra nasional melalui memperkuat 
kebijakan dan mempromosikan peluang green jobs di lima 
negara peserta: Bangladesh, Indonesia, Nepal, Filipina dan 
Sri Lanka. Para delegasi dari Cina, Fiji, India, Malaysia dan 
Thailand turut berpartisipasi dalam konferensi regional ini.

“Ini merupakan konferensi regional pertama di Asia dan 
Pasifi k yang khusus terfokus pada masalah green jobs,” kata 
Vincent Jugault, Spesialis Senior ILO untuk Lingkungan dan 
Pekerjaan yang Layak dari Kantor Regional ILO di Bangkok. 

“Banyak hal yang sudah terjadi di lapangan dan pertemuan 
ini mengidentifi kasikan langkah-langkah untuk menerapkan 
program-program teresbut dalam skala yang lebih besar.”

Proyek Green Jobs di Asia merupakan bagian dari Prakarsa 
Green Jobs ILO, sebagai hasil dari kemitraan yang 
terbangun pada tahun 2007 antara ILO, Program Lingkungan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan Konfederasi 
Serikat Pekerja Internasional (ITUC). Organisasi Pengusaha 
Internasional (IOE) bergabung pada 2008. 
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Meningkatkan K3 untuk Ekonomi Non-formal di Maluku 

Menuju Maluku yang Lebih Baik
melalui Perdamaian dan Pemulihan Ekonomi Lokal

Untuk membantu revitalisasi stabilitas ekonomi 
dan sosial di Maluku, United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) dan Organisasi Perburuhan Internasional 
(ILO) telah mengembangkan proyek bersama yang diberi nama 
“Mewujudkan Standar Hidup Minimum untuk Masyarakat yang 
Kurang Beruntung melalui Perdamaian dan Pembangunan 
Ekonomi Desa.” Dalam proyek ini, ILO membantu 
mengembangkan keterampilan manajemen, sementara UNIDO 
bertanggungjawab atas pengembangan keterampilan teknis.

Bekerja sama dengan Biro Sumberdaya Manusia Pemerintah Daerah Maluku, ILO melalui 
Proyek Pelagandong membuat 10 model percontohan Lembaga Keuangan Mikro untuk 
Perempuan (LKMP) di Maluku. Pemerintah menyediakan dana bantuan sebesar Rp 45 juta 
untuk masing-masing LKMP melalui sistem penyebaran rekening parsial. Dioperasionalkan 
pada Februari 2012, kemajuan masing-masing lembaga keuangan mikro dilaporkan dalam 
rapat koordinasi yang diadakan pada 24 September 2012. Dalam hal administrasi dan omzet, 
laporan ini menilai bahwa lima lembaga keuangan mikro dikategorikan baik, tiga dinyatakan 
butuh pelatihan administrasi lebih lanjut dan dua memerlukan restrukturisasi dengan staf baru. 

Sebelum dibentuk, sebagian besar warga desa tergantung pada lintah darat atau perantara, yang biasa disebut jambul kuning, yang 
membebankan suku bunga sebesar 20-30 persen per bulan. Warga desa tidak punya pilihan lain selain meminjam uang dari mereka. 
Namun setelah lembaga keuangan mikro dibentuk, gerak jambul kuning menjadi sangat terbatas. 

Di tiga desa (Nuruwe, Kamal dan Toisapu), sebagian besar warganya kini lebih suka bergabung sebagai anggota. “Dengan menjadi 
anggota LKMP, sekarang kami bisa memperoleh kredit mikro dengan suku bunga rendah yaitu 0,5 persen per minggu dengan masa 
pembayaran 10 minggu,” kata Elizabeth Luhukay, Koordinasi Lembaga di Desa Nuruwe. 

Voni Manoten Salakory, yang baru-baru ini bergabung dengan LKMP Kamal, mengatakan bahwa setelah suaminya meninggal, ia 
melanjutkan pekerjaan sebagai kolektor produk pertanian dari Desa Gemba, untuk selanjutnya dijual di Ambon. Namun, setelah 
usahanya hancur karena konfl ik yang terjadi di Ambon, ia harus membangun kembali usahanya. 

“Saya butuh uang untuk membangun kembali usaha. Sebagai orangtua tunggal, saya harus bekerja sendiri. Karenanya saya 
meminjam dana Rp. 500.000 dari LKMP Kamal dan sekarang saya sudah bisa membangun kembali usaha ini. Saya sedang 
mengembangkan usaha mengumpulkan produk pertanian dari buah-buahan hingga sayur-sayuran dari Desa Taniwel untuk dijual 
di pasar Ambon,” katanya. 

Sebagai bagian dari upaya mempromosikan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) di desa sasaran, ILO melalui Proyek 
Pelagandong memfasilitasi pelatihan untuk pelatih tentang 
Peningkatan Pekerjaan untuk Rumah yang Aman (WISH) dan 
Peningkatan Pekerjaan dalam Pembangunan Lingkungan 
(WIND) untuk 28 orang fasilitator desa dari 21 desa, April lalu. 
Di samping fasilitator desa, peserta pelatihan ini juga mencakup 
pengawas tenaga kerja, organisasi pekerja dan pengusaha. 

WISH dan WIND adalah buku panduan ILO yang menyediakan 
gagasan praktis dan mudah diterapkan untuk meningkatkan 
keselamatan, kesehatan dan kondisi kerja dalam kegiatan 
perekonomian non-formal. Buku panduan ini bertujuan untuk 
memberdayakan masyarakat setempat dan warga desa untuk 
mengambil langkah dan tindakan sukarela yang sederhana dan 

murah untuk meningkatkan kondisi kerja dan produktivitas. 
Selama pelatihan, para peserta diajarkan cara mencari solusi 
yang tepat dan murah untuk mengembangkan industri berbasis 
rumah dan kegiatan pertanian. 

Para peserta secara langsung belajar menggunakan daftar 
periksa (checklist) tindakan sewaktu melakukan perjalanan ke 
lahan produksi jus pala di Dusun Toisapu di Desa Hutumuri, Kota 
Ambon dan pembudidayaan sayur-sayuran di Dusun Telaga 
Kodok, Desa Hitumessing, Kabupaten Maluku Tengah.

Untuk memperluas program WISH/WIND, Proyek Pelagandong 
juga memfasilitasi fasilitator desa untuk mengadakan pelatihan 
lanjutan di desa masing-masing di bawah pengawasan para 
pengawas tenaga kerja. Organisasi pekerja dan pengusaha 
direncanakan akan mengadakan pelatihan sejenis di organisasi 
masing-masing. 

Harapan Baru melalui Lembaga Keuangan Mikro untuk Perempuan

Didanai Pemerintah Jepang melalui UN Trust Fund for Human 
Security (UNTFHS), proyek ini telah beroperasi sejak 2009 
dan akan berakhir pada tahun 2012.  Tujuan utamanya adalah 
untuk membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan 
perdamaian di Provinsi Maluku melalui pengembangan mata 
pencarian yang berkelanjutan dan memperkuat kegiatan 
ekonomi lokal di beberapa lokasi pilihan. Berikut ini adalah 
beberapa kegiatan utama yang dilakukan ILO sebagai 
bagian dari upaya mengurangi kemiskinan dan membangun 
perdamaian di Maluku:
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Pemulihan Ekonomi Lokal di Maluku Pasca-konfl ik 

Dinas Pariwisata Provinsi Maluku mengadakan Pesta Teluk 
ke-6 di tahun 2012 dari tanggal 27- 29 September 2012. 
Dengan tema “Mari Mangete Dolo” (Mari Melihat Dulu), 
Festival ini diresmikan oleh Wakil Menteri Pariwisata, Dr. Sapta 
Nirwandarsaat dan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu. 
Berbeda dari festival-festival sebelumnya, festival kali ini 
menampilkan berbagai kegiatan menarik, seperti festival 
budaya, pameran dan dialog interaktif. Ratusan masyarakat 
terlibat dalam pertunjukan seni dan tari, bazaar kuliner dan 
pameran produk, yang menawarkan 
berbagai macam produk makanan, 
budaya serta serangkaian kesenian 
daerah yang menarik dan memesona. 

“Festival tahunan ini selain bertujuan 
untuk menghidupkan kembali pariwisata 
di Ambon serta melestarikan tradisi 
budaya setempat juga untuk memulihkan 
kembali citra Maluku yang ternoda 
oleh konfl ik agama dan etnis beberapa 
waktu lalu. Sekarang sudah aman pergi ke Ambon,” kata 
Wakil Menteri dalam kata sambutannya. Festival budaya ini 
juga mendukung dua program Kementerian Kebudayaan dan 
Pariwisata: “Kenali dan Cintai Negara Sendiri” (yang bertujuan 
untuk mempromosikan pariwisata dalam negeri) dan “Visit 
Indonesia Year 2008”.

Untuk mendukung pelaksanaan festival ini, Proyek 
Pelagandong memfasilitasi dua organisasi non-pemerintah 
untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat 
menyelenggarakan festival dengan baik. Organisasi Walang 
Perempuan membantu desa-desa di Pulau Ambon, sementara 
Yayasan Kiranis bekerja di Pulau Seram. “Masyarakat desa 
dilatih untuk mencari ide dan rencana serta mengadakan 
kegiatan agar mereka punya rasa ikut memiliki dan aktif 
terlibat dalam festival tahun ini,” jelas Irfan Afandi, Staf Proyek 

Pelagandong ILO.

Alhasil, 21 desa di bawah Proyek 
Pelagandong terlibat aktif dalam 
pameran dan bazaar, dengan 
menyajikan produk lokal dari masing-
masing desa; sementara delapan desa 
di Pulau Ambon menyumbangkan 
pertunjukan seni, yang menampilkan 
tradisi budaya lokal. Di samping itu, 
beberapa acara lain dalam festival 

ini diadakan di Kabupaten Seram Barat pada 23 Oktober 
2012. Acara ini menampilkan berbagai kompetisi dan 
pentas budaya. Dua dialog interaktif juga diadakan tentang 
pembangunan ekonomi dan pariwisata serta penciptaan 
perdamaian. 

Sebagai upaya untuk membangun perdamaian di Maluku, 
ILO melalui Proyek Pelagandong, mengadakan Pelatihan 
untuk Pelatih (ToT) tentang cara Memulihkan Perekonomian 
Lokal Pasca Konfl ik, Juni lalu. Pelatihan ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan kapasitas 
fasilitator desa terkait proses 
pemulihan ekonomi lokal (LER). 
Sejumlah 57 peserta dari 21 desa di 
Kabupaten Seram Barat, Kabupaten 
Maluku Tengah dan Kota Ambon 
berpartisipasi dalam pelatihan ini. 
Kegiatan ini menerapkan panduan 
ILO “LER Pasca-Konfl ik serta 
Pencegahan dan Penyelesaian Konfl ik 
Bersenjata”.

Dalam pelatihan ini, peserta dilatih 
dan diajarkan untuk memahami 
persoalan-persoalan seperti: 1) 
menetapkan konteks lokal dari pemulihan ekonomi pasca-
konfl ik; 2) konsep dan prinsip panduan LER; 3) pencegahan 
dan penyelesaian konfl ik; 4) dampak sosial dan ekonomi 
dari konfl ik bersenjata dan ketegangan sosial; 5) prinsip 
penyelesaian konfl ik; 6) deteksi dini dan peringatan tanda 
bahaya; dan 7) latihan untuk menilai hasil temuan. 

Selama pelatihan ini, para peserta memahami bahwa 
pemicu utama konfl ik di Maluku bukan hanya agama seperti 
yang diduga sebelumnya. Tapi peserta memahami bahwa 

penyebab utama konfl ik sebenarnya adalah beragam, 
misalnya, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan 
pemerintah, kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk 
asli dengan masyarakat pendatang, perselisihan lahan antar 

dua kelompok masyarakat atau desa 
yang berbeda untuk kepentingan 
politik, ketegangan sosial yang tidak 
terselesaikan serta kesalahpahaman 
tentang kebijakan pemerintah, 
misalnya tentang kepemilikan tanah, 
batas lahan, peraturan desa, dan 
sebagainya.

Sebagai hasil dari pelatihan ini, 
setiap pelatih diharapkan dapat 
mengadakan pelatihan di tingkat 
desa atau masyarakat, terutama 
di 21 desa proyek, serta dapat 
mendampingi dan memberdayakan 

warga desa agar dapat mencegah dan menangani konfl ik. 
“Lokakarya ini sangat interaktif dan partisipatif, di mana 
peserta dapat secara terbuka berbagi pengalaman tentang 
konfl ik. Di samping itu, panduan ini dapat digunakan sebagai 
strategi dan sarana untuk mengembangkan rencana dan 
mekanisme pembangunan untuk persoalan lain di tingkat 
desa. misalnya pengembangan pariwisata dan dialog sosial 
di kalangan masyarakat yang berbeda,” kata Irfan Afandi, Staf 
Proyek Pelagandong ILO.. 

Mempromosikan Tradisi Budaya dan Membangun Perdamaian 
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Membangun Kembali

Pada 25 Oktober 2010, kepulauan Mentawai 
dilanda gempa bumi yang terpusat pada 78 km barat daya 
Pagai Selatan Mentawai, Sumatera Barat, dengan kekuatan 
7,2 SR di kedalaman 10 km.  Beberapa menit kemudian, 
gempa ini diikuti dengan tsunami dan serangkaian gempa 
susulan. Kejadian ini menimbulkan kerusakan berat dan 
kerugian terhadap penduduk yang tinggal di kepulauan 
Mentawai.  Terdapat empat kecamatan yang terkena dampak 
langsung gempabumi dan 
tsunami yakni Pagai Selatan, 
Pagai Utara, Sipora Selatan, 
dan Sikakap.  Akibatnya, sekitar 
509 orang meninggal dunia, 
17 cidera, 21 hilang, dan 
11.425 warga terpaksa harus 
mengungsi.  

Untuk merehabilitasi dan 
membangun kembali kepulauan 
Mentawai pasca bencana, Badan 
Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) telah 
mengadakan Penilaian tentang 
Kebutuhan Pasca Bencana 
(PDNA) untuk Mentawai 
pada 11 November 2010. 
Penilaian ini melibatkan BNPB, 
Bappenas, pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat, pemerintah 
Kabupaten Mentawai, dan 
Unit Kerja Presiden Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4). 

Untuk membantu upaya 
percepatan pembangunan 
pemerintah Indonesia di kepulauan tersebut, United Nations 
Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations 
Development Programme (UNDP) dan ILO telah merumuskan 
bersama sebuah program pemulihan mata pencarian, 
yaitu “Program Pemulihan Mata Pencaharian Kepulauan 
Mentawai”, di bawah asistensi Offi ce of the Resident 
Coordinator. Didanai New Zealand Aid, program bersama ini 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan langsung masyarakat 
yang terkena dampak bencana di kecamatan Pagai Utara dan 
Pagai Selatan (sekitar 501 kepala keluarga). 

Untuk mendukung upaya pemulihan sektor pertanian dan 
perikanan serta meningkatkan kelangsungan mata pencarian 
di Kepulauan Mentawai, ILO memfokuskan intervensi 
pemulihan mata pencarian pada pengembangan keterampilan 
manajemen dan bisnis melalui berbagai program pelatihan, 
yang mencakup pelatihan tentang pengembangan usaha 

mikro,  pemasaran dan proses pasca produksi.  Pelatihan ini 
menerapkan metodologi pelatihan ILO seperti metodologi 
pelatihan kerja “4 in 1” dan metodologi pelatihan Gender and 
Entrepreneurship Together (GET Ahead).  

Pelatihan kerja untuk peserta pilihan dari Mentawai menjadi 
tujuan utama dari Proyek Pemulihan Mentawai.  Bekerja 
sama dengan Balai Latihan Kerja (BLKI) Sumatera Barat di 
Padang, 30 peserta dipilih untuk mengikuti pelatihan kerja 

ini berdasarkan kriteria motivasi, 
kapasitas dan usia (antara 20-35 
tahun).  Para peserta ini dipilih 
untuk mengikuti salah satu dari tiga 
jenis pelatihan yang disediakan: 
servis motor, pembuatan furnitur 
dan pembuatan produk makanan 
ringan. Pada awalnya, peserta 
mengikuti pelatihan kewirausahaan 
(ToE Get Ahead) selama lima hari 
di Sikakap pada pertengahan Juli. 
Pelatihan tersebut digelar sebelum 
pergi ke Padang, tempat di mana 
pelatihan kerja dilaksanakan.  

“Serangkaian pelatihan kerja yang 
menggunakan program berbasis 
kompetensi ini sebenarnya 
merupakan pelatihan pertama yang 
pernah diadakan untuk kaum muda 
Mentawai sejak Mentawai menjadi 
daerah otonom tahun 2002. 
Sebelum bencana alam terjadi, 
tidak ada pelatihan yang diadakan 
untuk masyarakat kepulauan 
Mentawai. Pelatihan ini adalah 
bagian dari metodologi pelatihan 

“4 in 1” yang diharapkan ILO dapat ditiru oleh dinas-dinas 
pemerintah terkait dan organisasi berbasis masyarakat dalam 
program-program rutin mereka di masa mendatang,” kata 
Lucky F. Lumingkewas, Staf ILO untuk Program Pemulihan 
Mata Pencarian Mentawai.

“Waktu saya mendengar tentang pelatihan tersebut, saya 
segera mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini,” kata 
Lilis Suryani, yang mengikuti pelatihan cara membuat makanan 
ringan. Ia mengikuti program pelatihan ini sebagai sarana 
yang tidak saja untuk mengembangkan keterampilan dan 
pengetahuannya, tapi juga untuk menggunakan kesempatan 
ini agar bermanfaat bagi masyarakatnya. Sementara Januar 
yang mengikuti pelatihan servis motor berkata,“Saat ILO 
menawarkan program servis motor secara gratis, (tawaran) 
tersebut seperti mimpi yang jadi kenyataan. Saya hidup dalam 
impian dan saya berencana untuk membuka bengkel motor di 
desa saya setelah menyelesaikan pelatihan ini.” 

Kepulauan Mentawai
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Modul
Mendorong Kewirausahaan Perempuan

GET Ahead ILO
melalui

Didukung oleh:

Modul ILO ini bertujuan
mengembangkan kewirausahaan 

di kalangan perempuan dengan 
memperkuat keterampilan usaha 

dasar dan manajemen sumber 
daya manusia.

MENTAWAI ISLANDS LIVELIHOODS RECOVERY PROGRAMME

UN JOINT PROGRAM OFFICE
Mentawai Office
Kantor Sekretariat Bersama BPBD
Sikakap - Mentawai
Contact: Lucky F. Lumingkewas
M: +62 811 662 7552

Padang Office
Kantor BPBD Prov. Sumatera Barat
Jl. Jenderal Sudirman 47 - Lt.3
Padang 25112 Sumatera Barat

Mulai Berwirausaha!
Dengan memanfaatkan potensi di sekitarmu, wirausaha dapat menjadi pilihan 
profesi untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Didukung oleh:
MENTAWAI ISLANDS LIVELIHOODS RECOVERY PROGRAMME

UN JOINT PROGRAM OFFICE
Mentawai Office
Kantor Sekretariat Bersama BPBD
Sikakap - Mentawai
Contact: Lucky F. Lumingkewas
M: +62 811 662 7552

Padang Office
Kantor BPBD Prov. Sumatera Barat
Jl. Jenderal Sudirman 47 - Lt.3
Padang 25112 Sumatera Barat

Tunjukkan dan Kembangkan Potensimu
Mari Bangkit! 

Didukung oleh:
MENTAWAI ISLANDS LIVELIHOODS RECOVERY PROGRAMME

UN JOINT PROGRAM OFFICE
Mentawai Office
Kantor Sekretariat Bersama BPBD
Sikakap - Mentawai
Contact: Lucky F. Lumingkewas
M: +62 811 662 7552

Padang Office
Kantor BPBD Prov. Sumatera Barat
Jl. Jenderal Sudirman 47 - Lt.3
Padang 25112 Sumatera Barat

untuk Pelatihan Kejuruan
Pendekatan

Survei Keterampilan yang Dibutuhkan Pasar

Pelatihan Berbasis Kompetensi

Sertifikasi Kompetensi

Dukungan Pasca Pelatihan

Pendekatan “4 in 1” merupakan paket pelatihan komprehensif yang 
dirancang bagi kaum muda untuk mendapatkan akses pada pekerjaan dan 
memulai usaha sendiri.

4 in 1 ILO

1
2

3
4

Didukung oleh:
MENTAWAI ISLANDS LIVELIHOODS RECOVERY PROGRAMME

UN JOINT PROGRAM OFFICE
Mentawai Office
Kantor Sekretariat Bersama BPBD
Sikakap - Mentawai
Contact: Lucky F. Lumingkewas
M: +62 811 662 7552

Padang Office
Kantor BPBD Prov. Sumatera Barat
Jl. Jenderal Sudirman 47 - Lt.3
Padang 25112 Sumatera Barat
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Proyek ILO-Glacier: 
Meningkatkan Akses atas Mata Pencarian Hijau yang Berkelanjutan 

Pulau Kalimantan, 
Papua dan Sumatera memiliki sistem 
ekologi unik yang mencakup hutan 
rawa gambut tropis yang berkembang 
selama ribuan tahun. Pelestarian dan 
perlindungan hutan rawa gambut sudah 
menjadi prioritas di Indonesia dengan 
dikeluarkannya instruksi presiden yang 
mewajibkan adanya rehabilitasi dan 
konservasi kawasan Eks Proyek Lahan 
Gambut (PLG) di Kalimantan Tengah serta 
penandatanganan beberapa moratorium 
terkait izin baru untuk membebaskan 
hutan primer. Di samping itu, strategi 
pembangunan pemerintah yang pro 
pertumbuhan, pro masyarakat miskin, pro 
penciptaan lapangan dan pro lingkungan 
hidup memprioritaskan pentingnya 
matapencarian yang berkelanjutan. 

Sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan 
mata pencarian hijau bagi masyarakat setempat di Kalimantan 
Tengah, ILO telah mengembangkan proyek percontohan 
yang disebut “Akses ke Mata Pencarian Hijau untuk Respons 
Lingkungan yang Inklusif di Kalimantan Tengah terhadap 
Perubahan Iklim” (Glacier). Proyek ini menjawab kebutuhan 
akan mata pencarian yang berkelanjutan dan terkait dengan 
upaya untuk mengatasi persoalan yang berhubungan dengan 
deforestasi dan degradasi lahan gambut serta perlunya 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan secara 
ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Dengan menerapkan sistem pendekatan partisipatif berbasis 
sumber daya lokal, proyek percontohan selama 12 bulan 
ini berupaya meningkatkan akses ke matapencarian yang 
berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan 
eks PLG Kalimantan Tengah melalui tiga strategi, yaitu:

Proyek percontohan ini akan menyediakan bantuan, dan 
bekerja sama dengan organisasi masyarakat adat setempat, 
organisasi pengusaha dan pekerja, Universitas Palangkarya 
serta pemerintah Indonesia untuk mempromosikasn 
pengembangan dan penciptaan “pekerjaan hijau” yang 
berkelanjutan. 

Lima desa di tiga kabupaten telah dipilih sebagai desa 
sasaran, yaitu Desa Aruk dan Lawang Kajang di Kabupaten 
Kapuas, Desa Bereng Bengkel di Kota Palangkaraya dan Desa 
Tumbang Nusa dan Pilang di Kabupaten Pulang Pisau. Kelima 
desa ini dipilih berdasarkan koordinasi menyeluruh dengan 
satuan tugas REDD+ dan scoping mission yang dilaksanakan 
pada Juli 2012. 

Di samping itu, proyek ini akan didasari pada pengetahuan 
dan praktik tradisional untuk mempromosikan rantai nilai 
hijau dan pembangunan ekonomi lokal melalui pengambilan 
keputusan partisipatif berbasis masyarakat. Perencanaan akses 
desa terpadu juga akan diterapkan sebagai pendekatan untuk 
memastikan perkembangan sosial dan ekonomi lokal yang 
berkelanjutan melalui investasi. “Pendekatan terpadu ini telah 
berhasil diterapkan di Kalimantan Timur, Aceh dan Sumatera 
Utara oleh ILO pada proyek-proyek sebelumnya,” kata Nirwan 
Gah,  Staf Proyek Glacier, seraya menambahkan bahwa proyek 
ini akan mendorong budaya pemeliharaan untuk memastikan 
kelangsungannya.

 Demonstrasi tentang investasi di bidang 
prasarana lingkungan yang mendukung respons 
terhadap perubahan iklim melalui pendekatan 
dan teknik partisipatif berbasis sumber daya 
lokal untuk meningkatkan akses ke mata 
pencarian yang berkelanjutan.

  Peningkatan kapasitas masyarakat dan 
otoritas lokal untuk memperbaiki akses ke 
fasilitas sosial ekonomi dan pasar di pedesaan 
dalam mendukung mata pencaharian yang 
berkelanjutan melalui partisipasi penting dalam 
proses pengambilan keputusan dan strategi 
berbasis sumber daya lokal.

  Model partisipatif untuk mengembangkan 
rantai nilai penghijauan dan mata pencaharian 
berkelanjutan diterapkan melalui upaya 
meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan 
lokal. 

ketenagakerjaan
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dalam Jasa dan Ketenagakerjaan di Indonesia
Mengkaji Perdagangan

Sektor jasa menjadi bagian penting dalam 
perdagangan eksternal Indonesia dan karenanya memiliki 
dampak besar terhadap pasar tenaga kerja dan lapangan 
kerja dalam negeri. Hal ini terutama terjadi pada pekerjaan 
yang dihasilkan melalui ekspor jasa, yang tumbuh dengan 
tingkat sedang pada tahun 2000-an. Dengan kontribusi 
nilai keseluruhan ekspor dan impor lebih dari 10 persen, 
baik ekspor maupun impor jasa tumbuh dengan tingkat 
pertumbuhan yang sama dengan perdagangan komoditas. 

Selanjutnya, 7,1 juta pekerjaan yang tersedia di sektor jasa 
terkait dengan semua kegiatan ekspor (melalui hubungan 
langsung maupun tidak langsung), adalah lebih besar dari 
jumlah keseluruhan kesempatan kerja yang diciptakan ekspor 
industry pengolahan, demikian studi baru ILO, “Perdagangan 
di Sektor Jasa dan Ketenagakerjaan di Indonesia”, yang 
diluncurkan pada 12 Juli 2012, di Jakarta.

Sektor jasa, yang banyak membantu perekonomian Indonesia 
selama masa 
pemulihan pasca 
Krisis Keuangan 
Asia, kini 
merupakan salah 
satu sektor terbesar 
– lebih besar 
dari kombinasi 
pertanian  dan 
manufaktur. 
Hanya dalam satu 
dasawarsa, pangsa 
jasa terhadap PDB 
meningkat dari 44 
menjadi lebih dari 
50 persen, dan 
pangsa lapangan 
kerja meningkat 
dengan besaran serupa, hampir 50 persen dari total 
kesempatan kerja pada tahun 2010.

Dalam hal lapangan kerja, studi menemukan bahwa para 
pekerja di industri jasa ditandai dengan karakteristik yang 
berbeda dari stereotip pekerjaan di sektor tersebut, yang 
cenderung fokus pada tingkat informalitas yang tinggi, dan 
menjadi pengusaha di sektor jasa menjadi pilihan terakhir 
sebagai upaya mengelola ‘surplus’ tenaga kerja di pedesaan. 
Namun, “dibandingkan dengan pertanian dan manufaktur, 
industri jasa mempekerjakan lebih banyak pekerja kerah putih, 
di sektor formal dan pekerja berpendidikan dibandingkan 
dengan sektor utama barang yang diperdagangkan,” kata 
studi tersebut. 

“Sektor jasa berkembang pesat dalam lima tahun belakangan 
ini. Jumlat pekerja profesional yang diperlukan dalam industri 

jasa moderen pun terus meningkat 10 persen setiap tahunnya. 
Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pendidikan, 
kesehatan dan perdagangan,” ujar Haryo Aswicahyono, 
Ekonom dari Pusat Strategi dan Studi Internasional (CSIS) 
yang juga menjadi salah satu pengarang laporan ini. 

Peter van Rooij, Direktur 
ILO di Indonesia, 
menegaskan bahwa 
Indonesia perlu 
menghilangkan 
hambatan-hambatan 
dalam persaingan 
industri jasa baik bagi 
pemain asing maupun 
domestik mengingat 

besarnya 
kontribusi jasa 
dalam output 
dan kesempatan 
kerja baik bagi 
para investor 
domestik 
maupun asing. 

Studi ini dilakukan ILO melalui Proyek “Mengkaji 
dan Menanggulangi Dampak Perdagangan terhadap 
Ketenagakerjaan (ETE)”, yang didanai Uni Eropa. Proyek 
bertujuan untuk menganalisa dan mendukung penyusunan 
kebijakan-kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan 
yang efektif dan terpadu dalam menangani penyesuaian 
tantangan yang dihadapi pekerja dan pengusaha serta 
perluasan penciptaan pekerjaan yang layak di negara-negara 
berkembang. 

Studi ini pun berupaya mnganalisa pertumbuhan sektor jasa 
di Indonesia, dan keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya 
dari aspek  nilai tambah dan kesempatan kerja dengan 
berdasarkan statistik atau data nasional, data perdagangan 
dan tenaga kerja serta data input-output serta kebijakan 
pemerintah Indonesia terkait dengan ketenagakerjaan. 

Perdagangan di Bidang Jasa dan 
Ketenagakerjaan: Kasus Indonesia
Oleh: Chris Manning dan Haryo Aswicahyono

Program Perdagangan dan Pekerjaan, Kantor Perburuhan Internasional
dan Kantor ILO untuk Indonesia

Investasi Asing Langsung – termasuk 
pada sektor jasa – tidak hanya 
mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang berkelanjutan di sektor-sektor 
kunci Indonesia seperti manufaktur, logistik dan 
pariwisata, namun juga menciptakan pekerjaan, 
menyebarluaskan praktik-praktik kerja yang baik 
serta alih teknologi.

Andreas Roettger
Delegasi Uni Eropa


